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ABSTRAK 

 

Fatimah Sapitry, 2020. “Implementasi Pemidanaan HAM dalam Perspektif 

Hukum Islam” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pembimbing (I) Dr. 

H. Muammar Arafat Yusmad, S.H, M.H. Pembimbing (II) Nirwana 

Halide, S.HI., M.H. 

 

Skripsi ini membahas tentang implementasi pemidanaan HAM dalam 

perspektif hukum Islam. Pokok masalah tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam 

beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) bagaimana pemidanaan 

pelanggaran HAM dalam hukum Islam?, 2) bagaimana perspektif hukum Islam 

tentang hak asasi manusia? 3) apa pelanggaran HAM dalam hukum Islam? 

Jenis penelitian yang digunakan adalah riset kepustakaan dengan 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library 

reseach). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemidanaan pelanggaran 

HAM dalam hukum Islam berdasarkan jarimah ditinjau dari segi berat ringannya 

hukuman, maka jarimah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah 

qisash dan diyat, dan jarimah takzir. Ruang lingkup HAM secara luas dapat 

ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, piagam Madinah dan Piagam Kairo. 2) Perspektif hukum Islam tentang 

hak asasi manusia atau Haqq al-Insan al-Asasi atau Haqq al-Insani ad-Daruri 

mengacu pada al-huquq al-insan fi al-asasi (hak-hak asasi manusia dalam Islam) 

yang mengandung lima pokok yang menjaga agama (al-din), jiwa (al-nafs), harta 

(al-mal), akal (al-„aql), dan keturunan (al-nasl). 3) Pelanggaran HAM dalam 

hukum Islam, ciri HAM adalah keadilan yang tercantum dalam Al-Qur‟an. Allah 

menganugerahkan hak kepada manusia, tak lupa Allah memberikan hukuman 

pelanggaran hak-hak tersebut dalam Al-Qur‟an untuk mendorong manusia 

menggunakan logika (ya‟qiluun), berpikir (yatafakkarun), dan berkontemplasi 

(yatadabbarun). 

 

Kata Kunci: Pemidanaan, Hak Asasi Manusia, Hukum Islam, Pelanggaran 

Hukum, dan Jarimah.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam sebenarnya bukan sesuatu hal 

yang baru, wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal jika dibandingkan 

dengan konsep atau ajaran lainnya. Dengan kata lain, Islam datang dengan 

membawa ajaran tentang HAM. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam 

sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur`an dan Hadits yang merupakan sumber 

ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. 

Salah satu isu yang dihadapi hukum Islam dewasa ini adalah berkaitan 

dengan persoalan hak asasi manusia universal (human rights). Seperti diketahui, 

artikel 1-29 piagam PBB tentang hak asasi manusia merekomendasikan untuk 

mempromosikan dan memperjuangkan hak asasi dan kebebasan bagi seluruh umat 

manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama.
1
 Sebagai 

sumber hukum yang mengatur hablu mina al-nas, baik yang bersifat internal 

maupun eksternal, oleh karena itu hukum Islam ditantang untuk memberikan 

jawaban sekaligus konstribusinya terhadap implementasi hak asasi manusia 

universal. 

Menanggapi hak-hak asasi manusia universal yang dipromosikan PBB, 

sejumlah negara muslim seperti Sudan, Pakistan, Iran, dan Saudi Arabia, 

mengajukan kritik karena menurut mereka piagam tersebut tidak memperhatikan 

                                                           
1
United Nations, The Universal Declaration of Human Rights, dalam Microsoft Encarta 2006. 

Microsoft Corporation. All rights reserved, 1993-2005. 
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konteks, budaya dan keagamaan yang terdapat di negara-negara non-Barat. Wakil 

Iran di PBB, Said Rajaie-Khorassani mengatakan bahwa hak asasi manusia 

universal PBB merupakan suatu pemahaman sekuler atas tradisi Judeo-Kristiani 

yang tidak dapat diterapkan di negara-negara Muslim.
2
 Sementara itu, umat Islam 

juga meyakini bahwa hak asasi manusia universal yang telah diwahyukan oleh 

Allah swt adalah diperuntukkan untuk semua tempat dan keadaan. Bagi mereka 

hak asasi manusia universal yang diajarkan oleh Islam adalah yang paling tua, 

paling sempurna, dan paling baik.
3
 Selain tanggapan yang datang dari negara-

negara dan umat Islam, sejumlah ulama dan intelektual muslim juga mencoba 

merespon dan memberikan sumbangan pemikirannya, diantara mereka yang 

berusaha untuk memberikan jawaban dan kontribusi pemikirannya adalah 

Abdullahi Amed An-Naim, beliau adalah seorang pakar Islam dan hak asasi 

manusia. 

Menurut Abdullahi An-Naim, kesulitan utama yang dihadapi hukum Islam 

ketika berhadapan dengan isu hak asasi manusia universal adalah adanya 

kerangka acuan (frame of referenced) yang dimilikinya. Abdullahi  An-Naim 

tidak mengelak dari adanya dilema semacam ini, apalagi konsep hak-hak asasi 

manusia univeseral semula berasal dari Barat. Meskipun demikian, bagi Abdullahi 

An-Naim hukum Islam pada substansinya sejalan dengan norma-norma legal hak 

asasi manusia universal, sehingga dapat sejalan dengan berbagai kebutuhan 

masyarakat kontemporer dan standar hukum internasional. Bahkan Abdullahi An-

                                                           
2
Wikipedia, Cairo Declaration on Human Rights in Islam http://en. wikipedia. 

org/wiki/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam, (27 Mei 2019). 
 
3
Isma'il R. Al Faruqi, Islam And Human Rights,http://www.Islamic-council. 

org/lib/Islam41/Islam41.html, (27 Mei 2019). 
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Naim tetap bersiteguh pada proposisi bahwa hukum publik di negara-negara 

muslim harus tetap didasarkan pada hukum Islam. Abdullahi An-Naim tidak 

setuju dengan sekularisme, yang menurutnya tidak mempunyai legitimasi dalam 

Islam.
4
 

Hal menarik dari pemikiran Abdullahi An-Naim adalah tidak munculnya 

nada melindungi dan membela seperti yang pada umumnya dipakai oleh kalangan 

konservatif Muslim, yang penuh curiga dan secara terbuka menolak konsep hak 

asasi manusia universal yang dipandang secara luas, umum atau menyeluruh. 

Oleh karena itu, ada baiknya jika pengertian HAM dirujuk dari Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena rumusan pengertian 

HAM dalam Undang-Undang HAM tersebut merupakan hasil adopsi dari 

konvenan HAM. 

Islam dan HAM hingga saat ini tetap memiliki relevansi yang besar, 

terlebih jika dikaitkan dengan hukum pidana dan wacana politik. Dalam 

perbincangan tentang penegakan daulah khilāfah, misalnya wacana politik dan 

hukum pidana Islam menjadi satu paket yang tak terpisahkan. Upaya penegakan 

daulah khilāfah, biasanya berbanding lurus dengan pelaksanaan hukum Islam 

terutama terkait tindak pidana. Para pengusung gagasan penegakan daulah 

khilāfah ini biasa disebut kaum fundamentalis-revivalis, menganggap hukum 

Islam dan khususnyas hukum pidana Islam, merupakan model baku yang ideal. 

Oleh karena itu, pengambilan bentuk kejahatan (kriminalisasi) beserta 

                                                           
4
 Istiaq Ahmed, Konstitualisme, HAM dan Reformasi Islam, dalam Dekonstruksi Syariah (II), terj. 

Farid Wajidi (Yogyakarta: LKIS, 1996), 80. 
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hukumannya mengambil makna tekstual ayat-ayat Al-Qur‟an dan Hadits terkait 

hukumannya (punishment). Oleh karena itu, jargon yang dimunculkan adalah 

“tegakkan potong tangan bagi pencuri, hukuman cambuk atau rajam bagi orang 

yang berzina, ataupun hukuman mati bagi pembunuh”. 

Organisasi sosial politik yang dibubarkan oleh negara belum lama 

berselang, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan ideologi penegakan 

khilāfah islāmiyyah di bumi Nusantara, pun mengandaikan bahwa hukum Islam 

ditegakkan di bumi Nusantara. Hukum Islam ini tentunya di berbagai ranah 

kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya, tak terkecuali hukum pidana. 

Pro kontra ini memunculkan dua kelompok yang bersebrangan, yakni 

kaum retensionis (pro) dan kaum abolisionis (kontra). Bagi kaum retensionis, 

pidana mati bersifat transendental yang jika dilihat dari teori absolut, bukan 

merupakan pembalasan melainkan refleksi dan manifestasi kejijikan masyarakat 

terhadap penjahat dan kejahatan. Hukuman mati dibutuhkan demi mewujudkan 

dan menjaga keseimbangan serta tertib hukum. Adapun kaum Abolisionis 

berpendapat bahwa negara tidak mempunyai hak untuk mencabut nyawa orang. 

Di samping itu, tidak ada jaminan bahwa pemberlakuan hukuman mati akan 

menghapus tindak kejahatan tertentu. Sejak munculnya gerakan abolisionis ini, 

banyak negara yang mengurangi jenis-jenis tindak pidana yang diancam dengan 

hukuman mati.
5
 

Hukum Islam di bidang kepidanaan dapat didiskusikan dan dijalin dalam 

hukum pidana Indonesia, sepanjang sesuai dengan dasar filosofis Pancasila. 

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk 

                                                           
5
 Todung Mulya Lubis, Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi, 

(Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara 2009), 225. 
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pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu 

hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, 

dan hukuman pidana 

Dikaitkan kembali dengan hukum Islam, gerakan abolisionis memberikan 

pengaruh pada wacana pembaharuan hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam 

yang termaktub dalam teks-teks ayat Al- Qur‟an menyebutkan bahwa hukuman 

bagi pembunuhan terhadap sesama orang beriman adalah qishash atau pembalasan 

setimpal. Bila ia melakukan pembunuhan, maka ia akan di hukum mati, bila ia 

melukai anggota tubuh korbannya, maka ia akan mendapat pembalasan dengan 

dilukai anggota tubuhnya seperti luka yang diderita korbannya. Demikian juga 

dalam tindakan kriminal hudūd, hukumannya berupa potong tangan untuk 

pencurian, cambuk untuk perzinaan, penyaliban untuk hirābah, dan sebagainya. 

Bentuk-bentuk hukuman ini dianggap bersebrangan dengan HAM sebagaimana 

termaktub dalam dokumen deklarasi HAM internasional. 

Dari latar belakang diatas, penulis berinisiatif untuk mengangkat judul 

“Implementasi Pemidanaan HAM dalam Perspektif Hukum Islam”. Penulis 

akan menganalisa bagaimana pemidanaan dalam hukum Islam, serta bagaimana 

perspektif hukum Islam tentang hak asasi manusia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan 

beberapa pokok masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemidanaan pelanggaran HAM dalam hukum Islam? 

2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang hak asasi manusia? 
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3. Apa pelanggaran HAM dalam hukum Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan yang hendak dicari, 

berdasarkan latar belakang masalah serta sesuai permasalahan yang ada, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pemidanaan 

pelanggaran hak asasi manusia dalam hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam tentang hak 

asasi manusia. 

3. Untuk mengetahui apa saja pelanggaran HAM dalam hukum Islam 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penulisan proposal penelitian ini bagi penulis adalah 

merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum, selain 

itu dalam melakukan penelitian ini manfaat yang diberikan ada dua macam, 

yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya 

dibidang hukum pidana dan pidana Islam, serta dapat menambah literatur 

terutama yang berkaitan dengan pemidanaan pelanggaran HAM dalam 

pandangan hukum Islam yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

b. Melatih dan mempertajam daya analisa terhadap persoalan dinamika 

hukum yang terus berkembang siring perkembangan zaman dan 
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teknologi terutama untuk mengetahui pemidanaan pelanggaran HAM 

dalam pandangan hukum Islam yang dikaitkan dengan Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama 

bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum 

pidana untuk mengetahui pemidanaan pelanggaran HAM dalam 

pandangan hukum Islam yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh 

semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat, akademisi, maupun pihak 

yang bekerja dibidang hukum. 

E. Kajian Terdahulu yang Relevan 

Proses penelitian sangat diperlukan suatu hasil penelitian terdahulu yang 

akan dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dari beberapa 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan tidak jauh dari 

pembahasan yang akan dibahas. Tetapi penelitian ini akan mengkaji dari segi 

pemidanaan bagi pelaku pelanggaran HAM dalam pandangan hukum Islam, tak 

lupa pula mengambil perbandingan menurut hukum positif. 

Berikut penelitian terdahulu yang telah dianalisis: 

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ajat Sudrajat dengan judul “Hak 

Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam (Usaha Rekonsiliasi antara 

Syariah dan HAM Universal)”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, 
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pembaruan hukum Islam yang berkaitan dengan persoalan diskriminasi 

harus berpijak pada prinsip resiprositas, yaitu seseorang harus 

memperlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan 

orang lain. Penerapan prinsip ini didasarkan pada kenyataan bahwa 

manusia pada hakekatnya memiliki kehendak untuk hidup dan kehendak 

untuk bebas. Apabila selama ini hukum Islam tidak kompatibel dengan 

hak-hak asasi manusia universal, itu disebabkan karena hukum-hukum 

tersebut didasarkan pada teks-teks Madinah yang bersifat transisional dan 

eksklusif. Oleh karena itu, dengan menggunakan teori evolusioner, sudah 

saatnya sekarang ini hukum Islam mengambil dasar pijakan hukumnya 

pada teks-teks Makkah yang bersifat universal.
6
 Dengan demikian, produk 

hukum Islam yang dilahirkannya tentu akan tetap sama Islaminya dengan 

hukum-hukum yang sebelummnya. 

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Galih Gagat Bhinukho, dalam 

skripsinya dengan judul “Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam 

dan Hukum Positif”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, Islam 

mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam qishash 

(tindak pidana) hudud, qishas dan ta‟zir dan negara boleh melaksanakan 

hukuman mati kepada pelaku kejahatan pidana tertentu. Bahwa pidana 

mati masih tercantum di dalam Pasal 10 KUHP karena pemerintah 

Indonesia melalui politik hukum mendukung adanya pidana mati ini. 

Masih dicantumkannya pidana mati baik di dalam KUHP maupun di luar 

                                                           
6
 Ajat Sudrajat, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam (Usaha Rekonsiliasi antara Syariah 

dan HAM Universal), (27 Mei 2019) 
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KUHP ditegaskan kembali oleh MK melalui putusannya UU NO. 21/PUU-

VI/2008 menyatakan bahwa penjatuhan pidana mati tidak bertentangan 

dengan konstitusi.
7
 Persamaan hukum Islam dan hukum positif terhadap 

pidana mati adalah sama-sama mengatur mengenai sanksi pidana mati, 

pidana penjara, pidana denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan 

barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, uang ganti kerugian, 

mengatur pidana pokok, pidana pengganti, dan pidana tambahan serta 

sama sama mempunyai delik-delik tertentu baik secara tunggal, kumulatif, 

alternatif maupun alternatif-kumulatif. Sedangkan perbedaanya adalah 

pada jenis pidana mati pada hukum pidana positif Indonesia tata cara 

pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati 

oleh regu penembak sedangkan Islam berbagai macam cara tergantung 

pidana yang di jatuhkan. 

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunung Sumanto dengan judul 

“HAM dalam Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen (Studi 

Perbandingan dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah)”.
8
 Dalam 

penelitian ini disimpulkan bahwa  HAM Islam dan UUD 1945 pasca 

amandemen sama-sama melindungi hal pokok atau utama sesuai 

pandangan Syatibi. Jika dalam konsepnya Syatibi mengatakan bahwa ada 

5 hal pokok yang harus dilindungi yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan 

harta. HAM dalam pandangan Islam dan UUD 1945 pasca amandemen 

                                                           
7
 Galih Gagat Bhinukho, Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, 

(2019), 72-73. 
8
 Gunung Sumanto, HAM dalam Pandangan Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen (Studi 

Perbandingan dengan Pendekatan Maqashid Al-Syariah), Skripsi Sarjana Hukum (Makassar: UIN 

Alauiddin, Tahun 2016). 



10 
 

 
 

dengan pendekatan maqashid syari'ah telah menemukan persamaan dan 

perbedaan yang dasar tentang HAM dalam pandangan Islam dan UUD 145 

pasca amandemen, Penelitian yang lebih dalam tentang konsep hak asasi 

manusia dengan pendekatan maqashid syariah akan sangat berguna dalam 

perumusan konsep HAM yang lebih humanis. 

Dari ketiga penelitian terdahulu ini, terdapat persamaan yang diteliti oleh 

penulis. Adapun persamaan dari ketiga penelitian terdahulu ini yakni hukum Islam 

berpijak pada prinsip resiprositas, yaitu seseorang harus memperlakukan orang 

lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain. Persamaan hukum 

Islam dan hukum positif mengatur tentang sanksi pidana mati, pidana penjara, 

pidana denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, 

penguguran putusan hakim, uang ganti kerugian, mengatur pidana pokok, pidana 

pengganti, dan pidana tambahan. 

Adapun perbedaan ketiga penelitian diatas dengan penelitian yang 

dilakukan penulis ialah penelitian ini memfokuskan pada pemidanaan pelanggaran 

hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam dengan cara mengkaji Al-

Qur‟an, hadis, mazhab dan undang-undang yang mengatur tentang hak asasi 

manusia.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah riset penelitian pustaka. Dalam 

penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian pustaka untuk 
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menjelaskan sedalam-dalamnya tentang pemidanaan pelanggaran hak asasi 

manusia dalam perpektif hukum Islam dengan menggunakan buku-buku fiqih, 

kitab undang-undang hukum pidana sebagai hukum positif yang berlaku di 

Indonesia serta jurnal. Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca 

dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan 

riset lapangan. 

b. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya berupaya 

mengakaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku 

dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang. Dalam hal ini 

hukum yang dikonsepkan tersebut mengacu pada dalil-dalil Al-Qur‟an dan hadits 

sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta Undang-Undang 

sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. 

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan suatu hal penting dalam 

menyelidi masalah yang diteliti. Untuk itu pengembangan penulisan ini 

berorientasi pada beberapa pendekatan diantaranya: 

1) Pendekatan Normatif adalah suatu pendekatan agam Islam dan norma-norma 

agama yang bersumber dari Al-Qur‟an maupun Hadits dan penulis 

menggunakan Al-Qur‟an dan Hadits, sebagaimana pemidanaan pelanggaran 

hak asasi manusia yang telah tercantum dalam Al-Qur‟an dan hadits. 

2) Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji 

suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian dan 
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menganalisa dengan melihat kepeda ketentuan yang berlaku, kemudian 

dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis dalam 

penelitiannya.9 

3) Pendekatan sosiologis adalah melakukan suatu analisa terhadap suatu 

keadaan masyarakat berdasarkan aturan hukum Islam dan perundang- 

undangan yang berlaku dan terkait dengan penelitian. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah yang di tumpuh untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan proposal ini.  Pengumpulan 

data adalah pekerjaan yang penting dalam penelitian kualitatif, karena semakin 

banyak data yang kita peroleh, semakin akurat juga hasil yang akan diperoleh. 

Penulisan proposal ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (library 

research), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan 

data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang 

perpustakaan maupun diluar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, 

naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya. 

3. Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data yang merupakan bahan 

tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut: 

a. Sumber Primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data 

                                                           
9
Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Data dan Analisis Data Sekunder, (Ed. 

Revisi 2, Cet. 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 2. 
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tangan pertama.10 Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa sumber hukum 

pidana Indonesia yang berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia, KUHP maupun perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia dan sumber hukum pidana Islam yang berupa Al-Qur‟an dan hadits, 

Ensiklopedia dan buku-buku fiqih terjemahan yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

b. Sumber Sekunder 

Adapun sumber data pendukung dari penelitian ini diperoleh dengan 

membaca dan menelaah kamus-kamus yang relevan dengan permasalahan yang 

dibahas dalam kajian ini, seperti kamus bahasa Arab, kamus bahasa Indonesia, 

kamus bahasa Inggris dan website-website yang berkaitan dengan permasalahan 

yang berkaitan dengan penghukuman dalam pandangan Undang-Undang HAM. 

4. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengelolaan Data 

Adapun teknik pengelolaan data yang digunakan adalah: 

a. Pengumpulan Data, penelitian mencatat semua data secara ojektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil data yang didapatkan. 

b. Reduksi Data, yaitu memilih hal-hal yang sesuai dengan fokus  penelitian 

reduksi data merupakam suatu bentuk analisis yang menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data 

yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

                                                           
10

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),  91. 
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pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu 

bila diperlukan. 

c. Penyajian data, adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

2. Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka selanjutnya diolah dengan 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif, kemudian disimpulkan menggunakan 

teknik induktif yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari masalah yang khusus 

untuk mendapatkan kesimpulan yang umum.  

G. Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai makna variabel-variabel 

yang ada pada judul maka perlu untuk memberikan definisi dan penekanan makna 

pada variabel-variabel tersebut sebagai berikut: 

1. Pemidanaan  

Pemidanaan dalam hukum positif bisa diartikan sebagai tahap penetapan 

sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada 

umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai 

penghukuman. 

Pemidananaan dalam istilah bahasa Arab sering disebut „uqubah, yaitu 

bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan 

syara‟ yang ditetapkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan 

manusia. Definisi lain menyebutkan bahwa pemidanaan adalah suatu penderitaan 

yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan. 
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2. HAM (Hak Asasi Manusia) 

Hak Asasi manusia terdiri dari 3 kata, yakni hak, asasi dan manusia. 

Pengertian hak menurut hukum adalah segala sesuatu yang boleh dilakukan dan 

tidak boleh dilakukan. Artinya, terhadap suatu hak pemilik hak bebas untuk 

melaksanakannya atau tidak melaksanakannya. Mochtar Kusumaatdja dan B. 

Arief Sidharta menulis,  

“Pengertian hak pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau trehadap 

sunjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau 

gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut dimiliki landasan 

hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) dank arena itu dilindungi 

hukum.”
11

 

Hak asasi manusia yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hak asasi yang 

dimiliki dan melekat pada setiap individu yang dibawa sejak lahir wajib 

dilindungi tanpa memandang suku, etnis, bangsa, warna kulit dan lain-lain. 

Secara etimologis, hak asasi berasal dari dua suku kata, yaitu “hak” dan 

“asasi”. Hak secara normatif merupakan apa yang melekat pada diri setiap orang 

yang berfungsi melindungi kebebasannya, kekebalan, serta menjamin kepada 

setiap orang dalam menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia, sedangkan 

kata asasi berarti sesuatu yang bersifat paling mendasar atau fundamental. 

Setiap individu berhak dan memiliki kebebasan untuk bertindak tanpa ada 

kekangan dari pihak lain dengan melihat batasasn-batasan norma yang disepakati 

bersama, baik norma dan nilai yang disepakati itu nanti berasal dari paham 

keagamaan ataupun tidak. Begitu juga istilah HAM pada tulisan ini akan lebih 

ditekankan kepada HAM dalam perspektif Islam. Di Indonesia, HAM diatur 

                                                           
11

 Max Boli Sabon, Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi (Cet. 2, 

Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya), 2019, 18. 
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secara khusus dalam UUD 1945 Pasal 28A-28I. Selanjutnya, sebagai perwujudan 

dari amanat konstitusi tersebut adalah dibuatnya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. 

3. Pelanggaran HAM 

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang 

termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang 

secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM 

seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang. 
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BAB II 

PEMIDANAAN PELANGGARAN HAM DALAM HUKUM ISLAM 

A. Pengertian Pemidanaan dalam Islam 

Pemidanaan dalam hukum positif bisa diartikan sebagai tahap penetapan 

sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada 

umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai 

penghukuman.
12

 

Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana yang diatur alam Pasal 10 

KUHP
13

, yaitu: 

1. Pidana Pokok 

a. Pidana mati 

b. Pidana penjara 

c. Pidana kurungan 

d. Pidana denda 

e. Pidana tutupan 

2. Pidana Tambahan 

a. Pencabutan dari hak-hak tertentu 

b. Perampasan barang-barang tertentu 

c. Pengumuman dari putusan hakim. 

Pemidanaan dalam istilah bahasa Arab sering disebut „uqubah yang berarti 

sanksi hukum atau hukuman. Menurut istilah para fuqaha, „uqubah atau hukuman 

                                                           
12

 Marsum, Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII) , 126. 
 
13

 Solahuddin, KUHP, KUHAP dan KUHPerdata, (Jakarta: Visimedia, 2008), 6. 
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adalah pembalasan yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena 

adanya pelanggaran atas ketentuan syara‟.
14

 Abdul Qadir Audah memberikan 

definisi hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara‟ yang 

ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakatan. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 

tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan „uqubah adalah hukum yang 

dapat dijatuhi oleh hakim terhadap pelaku jarimah (kriminalisasi atau 

pemidanaan).
15

  

Mengenai kriteria suatu perbuatan dapat disebut jarīmah (kriminalisasi 

atau pemidanaan), Abū Zahrah menyebutkan bahwa tindakan jarīmah adalah 

tindakan yang bertentangan dengan maqāshid al-syarī‟ah dan ditetapkannya 

sebagai jarīmah serta penjatuhan hukuman („uqūbah) atasnya harus sejalan 

dengan prinsip keadilan yang menjadi ruh dari hukum Islam.
16

 

Hukuman dalam hukum pidana Islam terdiri dari:
17

 

a. Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qisash, diyat, dan kafarat. 

Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pembunuh, dan orang 

yang mendzihar istrinya. 

b. Hukum yang tidak ada nashnya, yang disebut hukum takzir seperti percobaan 

melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanat, bersaksi palsu, dan 

pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan, misalnya mencuri 

beras satu kilogram. 

                                                           
14

 Mardani, Hukuman Pidana Islam (Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2019), 49. 
 
15

 Pemda Aceh Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 angka (17). 
 
16

 Siti A‟isyah, Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam: Analisis pada Konteks Jarīmah, 

http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid (27 Mei 2019). 
 
17

 Mardani, Hukuman Pidana Islam, 50. 

http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid%20(27
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Dilihat dari segi hukuman, ada empat macam hukuman yaitu: 

1. Hukuman pokok (al-uqubah al-ashliyah), yaitu hukuman asal (asli/pokok) 

bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid 

seratus kali bagi pezina ghayr muhsan. 

2. Hukuman pengganti (al-uqubah al-badaliyah), yaitu hukuman yang 

menempati empat pokok apabila pokok hukuman itu tidak dapat dilaksanakan 

karena alasan hukuman diyat bagi pembunuh yang telah dimaafkan qisashnya 

oleh keluarga korban atau hukuman takzir apabila karena suatu hal hukum 

had tidak dapat dilaksanakan. 

3. Hukuman tambahan (al-uqubah al-thabaiyah), yaitu hukuman yang 

dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti 

terhalangnya seorang pembunuh dan harta waris dari harta terbunuh. 

4. Hukuman pelengkap (al-uqubah al-takmiliyah), yaitu hukuman yang 

dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan. 

Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, „uqubah terdiri 

dari: 

a. Hudud 

b. Takzir, „uqubah takzir terdiri dari: 

1) „uqubah takzir utama, terdiri dari: 

a) Cambuk 

b) Denda 

c) Penjara dan restitusi 
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2) „uqubah takzir tambahan, terdiri dari: 

a) Pembinaan oleh Negara 

b) Restitusi oleh orang tua/wali 

c) Pengembalian kepada orang tua/wali 

d) Pemutusan perkawinan 

e) Pencabutan izin dan pencabutan hak 

f) Perampasan barang-barang 

g) Kerja sosial 

„Uqubah takzir tambahan dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan 

tertentu.  

B. Unsur-Unsur Pemidanaan dalam Islam 

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam 

hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan unsur moral sebagai berikut:
18

 

1. Secara yuridis normatif disatu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang 

menetukan karangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan 

hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsure materiil, 

yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu 

yang diperintahkan oleh Allah swt. 

2. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang 

secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal 

ini disebut mukallaf. Mukallaf adalah orang Islam yang sudah baligh atau 

berakal sehat. 
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Gambaran sederhana dari suatu perbuatan bisa dikatakan jarimah bila 

memenuhi unsur-unsur jarimah yang terbagi menjadi dua, yakni unsur umum dan 

unsur khusus. 

Unsur-unsur umum jarimah yaitu:
19

 

1. Ada nash yang melarang disetai sanksi hukumannya. Unsur ini disebut unsur 

formil (rukun syar‟i). 

2. Adanya perbuatan pidana. Unsur ini disebut unsur materil (rukun madani). 

3. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (mukallaf). Unsur ini disebut unsur 

moril (rukun adabi). 

Selain unsur-unsur hukum pidana yang telah disebutkan diatas, perlu 

diketahui bahwa hukum pidana Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu: 

1. Dari segi berat atau  ringannya  hukuman, maka pidana Islam dapat 

dibedakan menjadi: 

a) Jarimah hudud 

b) Jarimah qishash 

c) Jarimah ta‟zir 

2. Dari segi unsur niat, jarimah ada dua: 

a) Sengaja 

b) Tidak sengaja 

3. Dari segi mengerjakan, ada dua jarimah: 

a) Positif 

b) Negatif 

                                                           
19

 Mardani, Hukuman Pidana Islam (Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2019), 7. 



22 
 

 
 

4. Dari segi korban, jarimah terbagi dua: 

a) Perorangan 

b) Kelompok  

5. Dari segi tabiat, jaribah terbagi dua: 

a) Bersifat biasa 

b) Bersifat politik 

C. Klasifikasi Tindak Pidana dalam Islam 

Jarimah ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, maka jarimah dibagi 

menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Jarimah Hudud 

Hudud merupakan jamak dari hadd, makna dasarnya mencegah. Secara 

terminologis hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk 

mencegah kejahatan. 

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, hudud artinya batas dua hal. 

Adapun menurut syariat hudud berarti hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-

Qur‟an sebagai hak Allah. Hukuman yang termasuk hak Allah ialah hukuman 

yang dikehendaki untuk kepentingan umum, seperti untuk memelihara 

ketenteraman, keamanan masyarakat dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut 

akan dirasakan oleh masyarakat.
20

 Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa 

hukuman hadd adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara‟ dan merupakan 

hak Allah.
21
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Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, disebut 

hudud karena dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji (dosa) dan juga Allah 

telah menetukan hukuman dan manfaatnya sehingga tidak bisa ditambah dan 

dikurangi.  

Ciri khas jarimah hudud adalah: 

a. Hukumannya tertentu dan terbatas, maksudnya ialah hukuman tersebut 

telah ditentukan oleh syara‟ dan tidak ada batas minimal dan maksimal. 

b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, jika ada hak 

manusia diamping hak Allah maka hak Allah lebih dominan. 

Oleh karena hukuman hadd merupakan hak Allah maka hukuman tersebut 

tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau 

keluarganya) atau masyarakat yang diwakili Negara. 

Jarimah hudud ada tujuh macam, yaitu: 

1) Jarimah zina 

2) Jarimah qadzaf  

3) Jarimah syurb al-khamr 

4) Jarimah pencurian 

5) Jarimah hirabah 

6) Jarimah riddah 

7) Jarimah pemberontakan (al-bagyu) 

Hikmah disyariatkannya hudud, yaitu:
22
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a) Untuk menjadi pembelajaran bagi orang yang melakukan tindak pidana, 

sehingga ia tidak mau mengulang lagi. 

b) Untuk mrnyucikan diri dari dosa yang telah dilakukan oleh orang yang 

dijatuhi hukuman hadd (hudud). 

c) Untuk pencegahan terjadinya tindak pidana, karena orang takut terhadap 

beratnya ancaman hukuman tersebut. 

2. Jarimah Qisash dan Diyat 

Qisash merupakan satu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan 

sengaja dimana pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarga si 

korban dapat menurunkan hukuman mati menjadi hukman denda (diyat). 

Perbedaan antara jarimah hudud dan jarimah qisash ialah jarimah qisash 

hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, 

sedangkan hukuman hadd tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. Selain itu, 

hukuman hadd merupakan hak Allah, sedangkan qisash dan diyat merupakan hak 

manusia.  

Menurut pendapat Abdorraoef sebagaimana dikutip oleh Rusjdi Ali 

Muhammad, bahwa hukum qisash ditujukan kepada kejahatan pembunuhan, 

terhadap kejahatan lain atas diri manusia tidak dilakukan qisash. Sebagaimana 

yang diatur dalam Al-Qur‟an surah al-Maidaah ayat 45 berbunyi sebagai berikut: 

                     

                         
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                       

           

Terjemahnya: 

“dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) 

bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan 

hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada 

kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan 

hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan 

perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-

orang yang zalim”.
23

 

Maksud dari ayat diatas ialah ahli waris yang terbunuh atau penguasa 

untuk menuntut qisash atau menerima diyat. Qishaash ialah mengambil 

pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh 

mendapat maaf dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diyat (ganti 

rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak 

mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya 

dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si 

korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si 

pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka 

terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang 

pedih. Diyat ialah pembayaran sejumlah harta Karena sesuatu tindak pidana 

terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan 

Jika diteliti dengan saksama, redaksi ayat diatas memang secara tidak 

tegas menyatakan bahwa hukum qisash dalam penganiayaan ini berlaku bagi umat 

Islam, tetapi juga terdapat pernyataan lain yang menunjukkan bahwa ketetapan 
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hukumannya telah dihapus dan tidak berlaku lagi bagi umat Islam. Menurut 

jumhur ulama, Hanfiyah, Malikiyah, sebagian Syafi‟iyah dan sebuah riwayat 

Ahmad dimana pendapat ini dinilai sebagai yang paling tetapat bahwa ayat-ayat 

tentang qisash terhadap anggota badan tetap berlaku bagi umat Islam. Sementara 

itu, menurut ulama kalangan Asy‟ariyah, bahwa hal ini tidak berlaku bagi umat 

Islam (syaru‟ man qoblana). Menurut al-Zuhaili, pendapat ini didukung oleh al-

Ghazali, al-Amidi, al-Razi, dan Ibn Hazm. Sementara itu Ibn Qudamah dan Ibn 

Burhan bersikap diam (tawaqquf) sampai terdapat dalil yang menegaskannya.
24

 

Jarimah qisash dan diyat hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan 

penganiayaan. Namun apabila diperluas jumlahnya ada lima macam, yaitu: 

1) Pembunuhan sengaja (al-qatlu al-„amdu). 

2) Pembunuhan menyerupai sengaja (al-qatlu syibu al-„amdi). 

3) Pembunuhan karena kesalahan/tidak sengaja (al-qathu khata‟). 

4) Penganiayaan sengaja (al-jarhu al-„amdu). 

5) Penganiayaan tidak sengaja (al-jarhu khata). 

3. Jarimah Takzir 

Secara terminologis takzir berasal dari kata azar yang berarti mencegah, 

menghormati dan membentuk. Selain itu pengertian takzir ialah memberikan 

pengajaran (at-ta‟dib). 

Takzir menurut para ahli, ialah: 

a. Menurut Sayid Sabiq, takzir yaitu hukuman yang tidak ada ketentuannya 

dalam nash, ia merupakan kebijakan pemerintah. 
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b. Menurut Muhammad Daud Ali, takzir adalah perbuatan pidan yang bentuk 

dan ancamannya ditentukan oleh penguasa sebgai pelajaran bagi pelakunya. 

c. Menurut Rusjdi Ali Muhammad, takzir yaitu prbuatan yang jenis dan 

hukumannya tidak ditentukan dahulu oleh nash. Jenis perbuatan dan 

hukumannya ditentukan berdasarkan „ijma berkaitan dengan hak Negara 

untuk menetapkan ketentuan umum dan menghukum semua perbuatan yang 

menyebabkan kerusakan fisik, sosial, finansial san moral bagi individu atau 

masyarakat. 

d. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, takzir adalah 

jenis „uqubah yang telah ditentukan dala qanun yang bentuknya berupa 

pilihan dan besarnya batas tertinggi dan/atau terendah. 

Pengertian takzir menurut Al-Mawardi merupakan hukuman pendidikan 

atas dosa (tindak pidana) yang belum ditemukan hukumnya oleh syara‟. Dari 

definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukuman takzir adalah hukuman yang 

belum ditetapkan oleh syara‟ dan wewenang untuk menetapkan diserahkan 

kepada ulil amri.  

Berikut adalah ciri khas dari takzir: 

1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut 

bisa ditentukan oleh syara‟ dan ada batas minimal dan maksimal. 

2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri). 

Hukuman takzir juga dapat dijatuhkan terhadapa perbuatan yang tergolong 

hudud tetapi ada alasan untuk mengecualikannya, misalnya ada keraguan dalam 

bukti, pencurian ringan atau terdapat perbuatan yang dilarang tetapi tidak 
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ditetapkan hukuman tertentu misalnya makan daging babi atau mengurangi 

timbangan. Hukuman takzir juga dapat dikenakan terhadap perbuatan yang 

merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat misalnya 

pelanggaran lalu lintas atau pemberantasan korupsi. 

D. Tujuan Pemidanaan 

Hukum pidana Islam secara implisit menetapkan adanya tujuan 

pemidanaan seperti diungkapkan dalam al-Quran surah Al-Maidah ayat 38: 

                          

          

Terjemahnya: 

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan 

keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 

siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.
25

  

Allah menjelaskan dalam ayat ini balasan oran yang mencuri dan menebar 

rasa takut. Allah menyebutkan pencuri perempuan setelah pencuri laki-laki dalam 

ayat tersebut agar tidak ada anggapan jika seorang perempuan yang mencuri maka 

tidak ada hukuman baginya sebagai bentuk rasa kasihan kepadanya, sungguh 

Allah Maha Adil lagi Maha Bijaksana. 

Hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pemidanaan yaitu: 

a. Pembalasan (al-jaza‟) 

Konsep ini memberikan arti bahwa setiap perbuatan jahat yang dilakukan 

seseorang kepada orang lainakan mendapat balasan yang setimpal dengan 
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dilakukannya tanpa melihat apa balasan itu bermanfaat bagi dirinya sendiri 

atau orang lain. 

b. Pencegahan (al-jazru) 

Pencegahan yang dimaksud disini yaitu untuk mencegah suatu tindak pidana 

agar tidak terulang lagi. 

c. Pemulihan/perbaikan (al-ishlah) 

Memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan melakukan tindak pidana. 

Tujuan inilah yang menurut para fuqaha merupakan tujuan yang paling asas 

dalam sistem pemidanaan Islam. 

d. Restorasi (al-istiadah) 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kathleen Day dalam artikelnya bahwa 

keadilan restoratif adalah sebuah metode untuk merespon tindak pidana 

dengan melihat pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki 

kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. 

e. Penebus Dosa (al-takfir) 

Tujuan yang berdimensi ukhwari, orang yang melakukan kejahatan tidak 

dibebankan pertanggung jawaban hukum di dunia saja (al-„uqubah al-

dunyawiyyah), tetapi juga pertanggung jawaban hukum di dunia merupakan 

salah satu cara untuk mengugurkan dosa yang dilakukan.
26

 

Dalam syariat Islam, tujuan penjatuhan hukuman (pidana) pada pelaku 

kejahatan setidaknya didasarkan atas 2 (dua) orientasi pokok. Pertama, orientasi 

yang bersifat umum yakni untuk mencegah timbulnya kerusakan/madlarat dalam 
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kehidupan manusia dan untuk menciptakan kemaslahatan di dalamnya. Inilah Inti 

dari al-maqaashidu at-tasyri'iyyah (tujuan pokok syariat Islam) yaitu "dar'ul 

mafaasidi wa Jalbul mashaalihr”. Kemudian orientasi tujuan pemidanaan kedua 

yang bersifat khusus ialah untuk pembalasan dan sekaligus pencegahan kejahatan 

(al-jazaa'uwarraddu) serta untuk pengajaran/pendidikan dan kebaikan kehidupan 

bersama (at-ta'dieb/at'tahdzieb wal.ishlah).
27

 

Berdasarkan Pasal 10 KUHP telah disebutkan bahwa pidana terdiri atas 

pidana pokok dan pidana tambahan, adanya dua jenis pidana ini tentu memiliki 

tujuan mengapa pidana itu diciptakan. Pada dasarnya ada tiga pokok dari tujuan 

pemidanaan, selain membuat orang menjadi jera, pemidanaan juga bertujuan 

untuk memperbaiki pribadi pelaku pidana dan sebisa mungkin untuk membuat 

pelaku tidak melakukan kejahatan yang lain ataupun kejahatan yang sama. 
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BAB III 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASASI MANUSIA 

A. Sejarah dan Pengertian HAM 

1. Sejarah Hak Asasi Manusia dalam Islam 

Didunia Islam HAM mulai dipelopori dari daerah Timur Tengah tepatnya 

di kota Mekkah, yaitu dengan diutusnya seorang Rasul, Muhammad saw. Dengan 

membawa agama Islam yang menyeru untuk saling mengasihi antara sesama 

manusia. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi 

manusia, agama yang datang dengan menaburkan benih-benih kasih sayang 

kepada sesama manusia bahkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Islam 

sebagai agama yang berlandaskan kitab suci Al-Qur‟an mengajarkan bahwa 

manusia adalah makhluk yang sangat mulia berbeda dengan makhluk yang lain. 

maka ketika Nabi Muhammad saw diutus sebagai Rasul dengan membawa risalah 

Islam, beliau sangat menekankan penghormatan kepada sesama manusia, karena 

manusia sama derajatnya dihadapan Tuhan dimanapun mereka berada. Rasul 

pernah menggambarkan bahwa tidak ada keutamaan bagi Arab atau non-Arab, 

kulit putih atau kulit hitam, kecuali taqwa atau perbuatn soleh, karena manusia 

dari Adam dan Adam dari tanah. 

Sebelum Islam datang, negeri Mekkah penuh dengan perbuatan-perbuatan 

yang jauh dari sifat penghormatan kepada manusia, hal ini tergambar dari sikap 

mereka kepada perempuan dan budak, tetapi setelah Islam masuk pada 

permulaannya dikota Mekkah telah memasukan hak-hak asasi manusia dalam 

ajaran-ajaran dasarnya, bersamaan dengan penekanan masalah-masalah kewajiban 
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manusia terhadap sesamanya. Oleh karenanya kita menemukan ayat-ayat suci Al-

Qur‟an yang diturunkan awal-awal priode Mekkah yang berbicara masalah 

pengutukan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang 

terjadi pada masa itu, Al-Qur‟an tidak hanya mengutuk berbagai pelanggaran hak, 

tetapi juga memberikan dorongan secara positif kepada manusia untuk menhargai 

hak-hak tersebut. 

Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan mendirikan pemerintahan Islam, 

di Madinah Rasulullah kemudian mendeklarasikan Konstitusi Madinah atau yang 

dikenal dengan Piagam Madinah yang mana piagam ini merupakan perjanjian 

damai antara suku dan umat beragama. Pengakuan kebebasan dan hak manusia 

yang dijamin oleh Nabi Muhammad saw. Begitu Rasul mendorong setiap warga 

negara untuk saling menghargai antar sesama warga dan tidak saling 

mengganggu. Piagam inilah merupakan bukti autentik yang bisa kita lihat sampai 

sekarang bahwa ajaran Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.
28

 

Secara historis, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai 

individu secara formal dimulai pada abad ke-13, ketika Raja John mengesahkan 

piagam Magna Charta pada tahun 1215 M. Piagam ini berisi kompromi 

pembagian kekuasaan antara raja dengan para bangsawaan serta jaminan 

perlindungan rakyat untuk tidak dihukum kecuali dengan keputusan pengadilan. 

Selama beberapa abad kemudian, beberapa piagam deklarasi lahir berkaitan 

dengan pengakuan terhadap hak-hak rakyat. Meskipun muncul perlawanan dari 

berbagai kalangan utilitarian dan positivis, namun gagasan HAM yang mengakui 
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hak-hak dasar yang bersifat kodrati tetap eksis hingga mendapatkan pengakuan 

secara global pada akhir Perang Dunia II melalui terbentuknya lembaga 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 dan diterimanya tiga 

dokumen International Bill of Human Rights. Tiga dokumen tersebut yakni 

Deklarasi HAM sedunia, Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya. Puncak dari pasang surut ini adalah 

dideklarasikannya HAM international melalui Declaration of Human Right pada 

tahun 1948.
29

 

Dalam Pasal 3 deklarasi HAM internasional tersebut disebutkan bahwa: 

“Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai 

induvidu.”
30

 

Pasal ini mengindikasikan bahwa kehidupan, kebebasan dan keselamatan 

setiap individu harus dilindungi sehingga tindakan kejahatan yang mengancam 

hal-hal tersebut terhadap orang lain juga harus mendapatkan ancaman hukuman. 

Pada Pasal 11 juga disebutkan: 

“(a) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak 

pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut 

hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh 

semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya; 

(b) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana 

karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana 

menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan 

tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang 

lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran 

pidana itu dilakukan.” 

Deklarasi HAM internasional tersebut mengakui hak setiap orang di 

hadapan hukum dan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak yang termaktub 
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tersebut merupakan bentuk kejahatan dan harus mendapatkan hukuman yang 

setimpal. Di sisi lain, deklarasi ini mempertegas hak sebagai korban tindak pidana 

maupun pelakunya. Korban berhak mendapatkan keadilan atas tindakan kejahatan 

yang menimpanya, sedangkan pelaku atau tertuduh pelaku kejahatan berhak untuk 

membuktikan dirinya tidak bersalah. 

Istilah HAM adalah istilah yang memiliki landasan teori dalam 

memahaminya karena pandangan tersebut adalah pandangan yang tidak boleh 

dibiarkan lepas begitu saja, sehingga kita mampu memahaminya secara spesifik 

dan paripurna, oleh karena itu perlu kiranya menjelaskan pengertian HAM 

tersebut. 

HAM merupakan singkatan dari kata Hak Asasi Manusia yang dalam 

bahasa inggris disebut human right, yang kalau dirinci darimakna bahasa 

(lughawi), maka kata human berarti manusia dan right yang berarti kebenaran, 

kanan dan adil.
31

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak asasi diartikan sebagai hak 

dasar atau hak pokok seperti hak hidup dan mendapatkan perlindungan. Hak asasi 

manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat 

dipisahkan dari hakekatnya dan karean itu bersifat suci. Sementara Jan Materson 

mengartikan hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada manusia, yang 

tanpa dengannya manusia mustahil hidup sebagai manusia. 

Dalam ilmu hukum, kata "hak" mempunyai batasan tertentu, biasanya 

disebut sebagai hukum subyektif. Dijelaskan bahwa setiap hubungan hukum 
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mempunyai dua sisi, yakni kekuasaan atau wewenang dan kewajiban. Wewenang 

inilah yang dimaksud dengan "hak" dan merupakan sisi aktif dari hubungan 

hukum itu. Sedang “kewajiban” merupakan sisi pasif dari hubungan tersebut. Kata 

“asasi” bermakna segala sesuatu yang bersifat dasar, prinsip dan fundamental 

yang selalu melekat pada obyeknya. Kata “manusia” dapat diartikan sebagai 

mahluk ciptaan Tuhan yang mempunyai akal. Jadi berangkat dari pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang 

melekat pada setiap manusia sehingga dia dapat hidup penuh martabat.
32

 

2. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam 

Untuk memahami konsep dan hakikat HAM dalam Islam, terlebih dahulu 

akan dijelaskan pengertian dasar tentang HAM. Dalam bahasa Arab, HAM 

dikenal dengan (Haqq al- Insânî al-Asâsî atau juga disebut Haqq al-Insânî ad-

Darûrî), yang terdiri  terdiri atas tiga kata, yaitu: kata hak (haqq) artinya: milik, 

kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan merupakan 

sesuatu yang harus diperoleh. Kata manusia (al-insân) artinya: makhluk yang 

berakal budi, dan berfungsi sebagai subyek hukum. Asasi (asâsî) artinya: bersifat 

dasar atau  pokok.
33

 

Secara terminologis, HAM dalam persepsi Islam Muhammad Khalfullah 

Ahmad telah memberikan pengertian bahwa HAM merupakan hak yang melekat 

pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah 

dan anugerah Allah swt yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap 
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individu, masyarakat atau negara. Bahkan Ibn Rusyd lebih menegaskan bahwa 

HAM dalam persepsi Islam telah memberikan format perlindungan, pengamanan, 

dan antisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primair (darûriyyât) yang 

dimiliki oleh setiap insan. Perlindungan tersebut hadir dalam bentuk antisipasi 

terhadap berbagai hal yang akan  mengancam  eksistensi jiwa, eksistensi 

kehormatan dan keturunan, eksistensi harta benda material, eksistensi akal 

pikiran, serta eksistensi agama.
34

 

Berikut ini akan dikemukakan definisi HAM yang di rumuskan oleh 

beberapa ahli, yaitu:
35

 

a. A. Mansur Efendi memberikan definisi hak manusia adalah hak milik 

bersama umat manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk selama hidupnya. 

b. Dad Darmodiharjo memberikan definisi hak asasi manusia untuk dasar dan 

hak-hak pokok yang membawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah dari 

Tuhan Yang Maha Esa. 

c. Sidney Hook memberi definisi hak asasi manusia adalah tuntutan yang secara 

moral bisa dibenarkan, agar seluruh manusia dapat menikmati dan 

melaksanakan kebebasan dasar mereka harta benda dan pelayanan-pelayanan 

mereka yang dipandang perlu untuk mencapai hakikat manusia. 

d. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

Pasal 1 telah disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah 

seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai 

makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan suatu anugrahnya yang wajib 
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dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah 

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 

manusia”. 

e. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dapat 

meninggikan derajat manusia; memungkinkan mereka berserikat, berusaha 

untuk kebajikan manusia dan memelihara kemuliaan manusia. 

f. Menurut Abu A‟la al-Maududi, HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan 

Allah swt kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh 

kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak diberikan Allah itu bersifat permanen, 

kekal dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi.
36

 

Abdullah Ahmad al-Naim memberikan batasan tentang HAM, yaitu hak-

hak yang harus diberikan atas dasar kemanusiannya dengan mengabaikan ras, 

jenis kelamin, bahasa maupun agama. Hak-hak tersebut didasarkan pada dua 

kekuatan utama yang memotivasi tingkah laku manusia, yaitu kehendak untuk 

hidup dan kehendak untuk bebas
37

 

Definisi HAM sampai saat ini belum ada yang baku, pengertian dan 

perkembangan tentang hak tersebut selalu berubah sesuai dengan dinamika dari 

manusia itu sendiri. Bila di lihat dari definisi yang ada, pada hakikatnya 

membicarakan hak-hak yang ada pada manusia sebagai makhluk hidup. 

Dalam hukum hak asasi manusia, pemangku hak adalah individu, 

sedangkan pemangku kewajiban adalah negara. Negara mempunyai tiga 
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kewajiban umum terkait dengan HAM, yaitu menghormati, melindungi dan 

memenuhi. Individu di sisi lain diikat oleh kewajiban untuk tidak mengganggu 

HAM individu lainnya 

Kewajiban negara untuk menghormati HAM ini akan terlanggar jika 

negara melakukan tindakan terhadap sesuatu di mana seharusnya ia bersifat pasif 

atau menahan diri dari penikmatan hak yang akan dilakukan oleh individu. Juga 

negara dikatakan melanggar HAM jika melakukan pembiaran jika ia gagal 

melindungi dari pihak ketiga atau memenuhi HAM warga negaranya. Oleh karena 

itu peran aktif warga masyarakat dan negara, akan menjadi penggerak utama 

penegakkan HAM.
38

 Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Sunan Tirmidzi Nomor 

2166, yaitu: 

ثنَاَ بِيبِِ عَنِْ الَْْحْوَصِِ أَبوُ حَدَّ رِو بنِِْ سُليَْمَانَِ عَنِْ غرَْقدََةَِ بنِِْ ش َ  سََِعْتُِ قاَلَِ أَبِيوِِ عَنِْ الَْْحْوَصِِ بنِِْ عََْ
ِِ رَسُولَِ ِ اللَّّ ُِ صَلَّّ ةِِ فِِ يقَُولُِ وَسَلََِّّ علَيَْوِِ اللَّّ  قاَلَِ الْْكَْبَِِ الحَْجِِّ يوَْمُِ قاَلوُا ىَذَا يوَْمٍِ أَيِ  لِلنَّاسِِ الوَْدَاعِِ حَجَّ
نَِّ
ِ
كُِْ فِِ ىَذَا يوَْمِكُِْ كَحُرْمَةِِ حَرَامٌِ بيَنْكَُِْ وَأَعْرَاضَكُِْ وَأَمْوَالكَُِْ دِمَاءَكُِْ فاَ نِِ لَِ أَلَِ ىَذَا بلَََِ لَِّ جَانٍِ يََْ

ِ
 هفَْسِوِِ علََِّ ا

نِِ لَِ أَلَِ هِِ علََِّ جَانٍِ يََْ هِِ علََِّ مَوْلوُدٌِ وَلَِ وَلََِ نَِّ أَلَِ وَالَِِ
ِ
يْطَانَِ وَا  ىَذِهِِ بِلََدِكُِْ فِِ يعُْبَدَِ أَنِْ مِنِْ أَيِسَِ قدَِْ الش َّ

تكَُونُِ وَلكَِنِْ أَبدًَا تَقِرُونَِ فِيماَ طَاعةٌَِ لَُِ س َ الِكُِْ مِنِْ تََْ ضَِ أَعََْ بِوِِ فسََيََْ  
 

Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Abul Ahwash dari Syabib bin Gharqadah 

dari Sulaiman bin 'Amr bin Al Ahwash dari bapaknya, dia berkata; aku 

mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika haji wada': 

"Hari apakah ini?" Mereka pun menjawab, "Hari haji akbar." Kemudian 

beliau bersabda: "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan harga diri 

kalian adalah haram (untuk dirusak) di antara kalian sebagaimana haramnya 

(sucinya) hari ini, di negeri kalian ini. Ketahuilah, janganlah seseorang 

berbuat aniaya kecuali kepada dirinya sendiri, janganlah seseorang berbuat 

aniaya kepada anaknya dan jangan juga seorang anak kepada orang tuanya. 

Ketahuilah, sesungguhnya syetan telah putus asa untuk disembah di negeri 
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kalian ini selamanya, namun akan terjadi ketaatan kepadanya dalam amal 

perbuatan yang kalian remehkan sehingga dia akan ridla kepadanya.”
39

 

 

HAM dalam Islam dikenal denga istilah huquq al-Insan ad-dhoruriyah 

dan huquq Allah. Dalam Islam antara huquq al-Insan ad-dhoruriyah dan huquq 

Allah tidak dapat dipisahkan atau berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya keterkaitan 

satu dengan lainnya. Inilah yang membedakan konsep barat tentang HAM dengan 

konsep Islam. 

B. HAM dalam Al-Qur’an 

Al-Qur‟an memberikan penjelasan tentang petunjuk dan pembeda diantara 

manusia yang hak dan bathil. Manusia dipilih untuk mengemban amanah Allah 

dibumi, demi terlaksananya tugas dan tanggung jawab sebagai khalifah untuk 

melakukan reformasi dan mencegah macam tindakan perusakan. Untuk 

terlaksananya tugas dan tanggung jawab dalam misinya sebagai khalifah, 

kepadanya Allah memberikan sejumlah hak yang harus dipelihara dan dihormati. 

Hak-hak itu bersifat sangat mendasar dan diberikan langsung oleh Allah sejak 

kehadirannya dimuka bumi. Manusia merupakan mahluk mulia, sifat kemuliaan 

manusia berimplikasi pada persamaan hak penghormatan sehingga tidak ada 

orang otoritas pun yang berwenang membinasakan dirinya dan menghilangkan 

kebebasannya. Berkaitan dengan hal itu, perbudakan tidak diperkenankan dalam 

Islam. Adapun hukuman (sanksi) yang ditimpakan kepada seseorang akibat 

perbuatannya bukan sebagai bentuk penghilang hak dan kebebasannya, melainkan 

sebagai konsenkuensi tindakan dan kebebasan ekspresinya. 
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Berikut  beberapa  hak-hak asasi yang terdapat dalam Al-Qur‟an: 

1. Hak Hidup 

Hak yang pertama kali dianugerahkan Islam diantara HAM lainnya adalah 

hak untuk hidup dan menghargai manusia. Islam memberikan jaminan 

sepenuhnya bagi setiap manusia, kecuali tentu saja jika ada alasan yang 

dibenarakan. Hak dihormati sebagai manusia merupakan hak yang dimiliki setiap 

orang secara permanen. Hak ini tidak terbatas oleh warna kulit, agama dan jenis 

kelamin. Semua orang berhak diakui kemulian dirinya dan dihormati 

eksistensinya sebagai mahluk yang terhormat. 

Bentuk hak dihormati sebagai manusia Islam memberikan keharusan 

menghormati manusia yang meninggal dunia. Islam mengharamkan 

menghancurkan mayat manusia dan mewajibkan untuk memandika, mengkafani, 

dan menguburkannya.
40

 Manusia harus mempertahankan hidupnya dalam arti lain 

dilarang membunuh dan atau bunuh diri karena hal yang demikian adalah 

melanggar HAM. Ayat yang terkait dengan hak hidup dalam Al-Qur‟an surah al-

Nisā (4): 29, yakni ; 

                      

Terjemahnya: 

“…dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.”
41

 

Maksud ayat diatas ialah larangan membunuh diri sendiri mencakup juga 

larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh 
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diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Ayat di atas dengan secara 

tegas mengharamkan bunuh diri dalam artian tidak ada hak untuk bunuh diri. Ini 

karena manusia oleh Allah menciptakan dirinya dan manusia adalah milik Allah, 

dan Allah sendiri menganjurkan kepada manusia itu untuk hidup merawat dirinya 

dan menjaga keselamatannya. Sehingga pada diri manusia itu diberikan tugas 

untuk memikul amanat sebagai pengatur kehidupan di atas dunia. Dengan 

akalnya, manusia mampu mengubah alam sekitarnya dan lingkungannya untuk 

dimanfaatkan bagi kemakmuran manusia itu sendiri. 

2. Hak dalam Kepemilikan Pribadi 

Berkaitan dengan kepemilikan pribadi ini Islam sangat mengharagai hak-

hak kepemillikan pribadi seseorang. Hal ini tercermin dari adanya persyaratan hak 

milik untuk kewajiban zakat dan pewarisan. Seseorang juga diberi hak untuk 

mempertahankan hak miliknya dari gangguan orang lain. Bahkan, jika ia mati 

ketika membela dan mempertahankan hak miliknya itu maka ia dipandang sebagai 

syahid. 

 Dalam ajaran ketatanegaraan Islam, kepemilikan individu atas suatu 

benda bersifat permanen dan absolutjika benda tersebut diperoleh melalui cara 

yang sesuai dengan aturan hukum. Seseorang diberi hak umtuk mempertahankan 

hak miliknya dari gangguan orang lain. Walaupun begitu, Negara memiliki hak 

konstitusi mengambil milik seseorang untuk kepentingan publikdengan tetap 

memerhatikan kompensasi yang layak. Negara pun dapat melakukan kewajiban 

otoritatifnya dalam mengontrol setiap aktivitas ekonomi masyarakat yang berada 

diwilayah yuridiksinya. 
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Salah satu ayat Al-Qur‟an yang menjelaskan tentang pentingnya hak milik 

terdapat pada Al-Qur‟an surahAn-Nisaa ayat 29 yang berbunyi: 

                        

               

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..”.
42

 

Ayat tersebut mengingatkan agar dalam memanfaatkan sumber-sumber 

kekayaan alam dan lingkungan itu, seseorang harus menghormati pula 

kepentingan orang lain. Dengan kata lain, ia harus menempuh cara yang halal dan 

bukan melalui cara yang haram. Dianjurkan untuk tidak memakan ataupun 

memiliki harta dengan cara yang bathil. Oleh karena itu, kepemilikan harta dalam 

Islam harus sesuai dengan tuntunan agama agar tercapai suatu kemaslahatan 

dalam kehidupan. Ayat tersebut juga mengingatkan agar memanfaatkan sumber-

sumber kekayaan alam dan lingkungan dengan cara yang halal. 

Terkait dengan sumber daya alam, Negara memiliki hak penuh menguasai 

sumber-sumber kekayaan milik publik, melalui pembuatan regulasi dan 

pengelolaan. Sebagai lembaga publik, negara memiliki kewenangan menetukan 

peruntukan kekayaan alam milik publik, terutama untuk kesejahteraan rakyat. Hak 

lain Negara yang terkait dengan kekayaan alam adalah hak melakukan pelarangan 
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perbuatan tertentu yang dilakukan oleh individu atau kelompok, terutama 

menyangkut tindakan yang memiliki efek kerusakan fisik alam tersebut.
43

 

Agar manusia hidup dengan baik, sejahtera dan bahagia, maka hak hidup 

manusia harus dipertahankan dengan cara memenuhi dan memperoleh kebutuhan 

hidupnya. Kebutuhan pokok manusia harus tercapai diantaranya makan, minum, 

pakaian, perumahan, kendaraan, pernikahan. Selain kebutuhan pokok, manusia 

juga harus memenuhi kebutuhan skunder yang disebut hajiyah, ialah terpenuhinya 

segala kebutuhan manusia dalam bentuk fasilitas sehingga kehidupan manusia 

terhindar dari kesulitan (masyaqqah). Jika kedua macam kebutuhan ini tidak 

terpenuhi, maka kehidupan manusia akan menghadapi berbagai kendala yang 

menyulitkan, meskipun kendala itu tidak sampai membinasakan hidupnya. 

3. Hak Persamaan di Hadapan Hukum 

Pengertian persamaan di hadapan hukum adalah semua warga Negara 

berada dalam satu level diahadapan aturan yang berlaku. Dalam Al-Qur‟an Allah 

memerintahkan agar menegakkan aturan kepada setiap orang yang harus dihukum 

dan memperlakukan masyarakat secara adil berdasarkan hukum. 

Sejarah membuktikan bahwa penerapan persamaan dihadapan hukum telah 

melekat dalam Negara syariat, sejak pertama kali muncul kemuka bumi. Dimana 

masyarakat yang beragam jenis, anatar oran Arab dan non-Arab disatukan dalam 

aturan yang sama. Ketika memimpin Madinah, Nabi Muhammad saw tidak 

pernah membedakan hak dan kewajiban hukum kepada siapa pun. Pada saat 

seorang perempuan terhormat suku Makhjum mencuri perhiasan milik seseorang, 
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dengan tegas beliau menegakkan hukum kepadanya. Perempuan itu dan orang-

orang lainnya meminta Usamah bin Zaid, seorang sahabat Nabi yang memiliki 

kedekatan luar biasa dengan beliau untuk mengajukan kelonggaran hukuman. 

Akan tetapi dengan tegas, Nabi Muhammad saw menolak permintaan orang 

dekatnya tersebut. Ketika akan mengeksekusi perempuan tersebut, Nabi 

Muhammad saw berkata, 

“Wahai masyarakat! Bangsa-bangsa sebelum kita telah melakukan 

kekliruan yang besar. Jika orang-orang mencuri, mereka membiarkannya. 

Sementara itu, apabila pencurian dilakukan orang kecil, mereka 

mengakkan hukum setegas-tegasnya. Demi Allah, jika Fatimah anak 

Muhammad mecuri, aku akan potong tangannya”.  

Persamaan didepan hukum merupakan pegangan utama Umar bin Khatab 

ketika memimpin daulah khilafah. Umar tidak pernah membedakan hukuman 

kepada siapapun, termasuk kepada anaknya dan pembesar Negara.
44

 

Agama Islam menekankan persamaan seluruh umat manusia di mata 

Allah, yang menciptakan manusia dari asal yang sama dan kepadaNya semua 

harus taat dan patuh. Islam tidak mengakui adanya hak istimewa yang 

berdasarkan kelahiran, kebangsaan, ataupun halangan buatan lainnya yang 

dibentuk oleh manusia itu sendiri. Kemuliaan itu terletak pada amal kebajikan itu 

sendiri. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur‟an surah Al-Hujarat ayat 13 yang 

berbunyi: 

                           

                      

Terjemahnya: 
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“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal”.
45

 

Maksud dari ayat diatas ialah Allah menegaskan persamaan kedudukan 

manusia. Dalam ayat tersebut yang menjadi pembeda bukanlah tingkat kekayaan, 

suku bangsa, melainkan tingkat ketakwaan yang diwujudkan dari hubungan 

manusia kepada Tuhannya dan kepada sesamanya. 

Agama Islam menganggap bahwa semua manusia itu sama dan merupakan 

anak keturunan dari nenek moyang sama. Dalam Haji wada‟nya, Nabi 

mendeklarasikan hal tersebut bahwa; 

“Orang Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang non-Arab, begitu 

juga orang non-Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang 

Arab.demikian juga orang kulit putih tidak memiliki keunggulan atas 

orang kulit hitam dan sebaliknya. Semua adalah anak keturunan Adam dan 

Adam diciptakan dari tanah liat”. 

Agama Islam telah menghancurkan diskriminasi terhadap kasta, 

kepercayaan, perbedaan warna kulit, dan agama. Rasulullah tidak hanya secara 

lisan menegakkan hak persamaan ini, namun juga telah memperhatikan 

pelaksanaanya selama beliau hidup. 

4. Hak Mendapatkan Keadilan  

Keadilan merupakan asas kedua dari asas opersional ketatanegaraan Islam. 

Secara doktrin, keadilan merupakan cirri khas Islam sebagai agama yang 

memdedakannya dari agama-agama yang lainnya. Dalam ranah ketatanegaraan, 
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keadilan mengandung arti bahwa konstitusi yang dibuat oleh suatu Negara harus 

memosisikan setiap warga Negara secara sama dalam menerima hak dan 

memberikan kewajibannya. Menurut para ahli ketatanegaraan Islam, keadilan 

adalah hal yang sangat penting dari maqashid syari‟ah. Sulit terbentuk sebuah 

masyarakat yang sejahtera dan makmur tanpa ada keadilan. 

Hak mendapatkan keadilan merupakan suatu hak yang sangat penting di 

mana agama Islam telah menganugerahkannya kepada setiap umat manusia. 

Sesungguhnya agama Islam telah datang ke dunia ini untuk menegakkan keadilan, 

sebagaimana Al-Qur‟an surah Asy-Syura ayat 15 menyatakan: 

                    

 

Terjemahnya: 

“...Dan Aku perintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan 

kami dan Tuhan kamu...”.
46

 

 

Maksud ayat diatas yakni adil dalam menerapkan hukum-hukum Allah. 

Umat Islam diperintahkan supaya menjungjung tinggi keadilan meskipun 

kepentingan mereka sendiri dalam keadaan bahaya. 

Al-Ghazali menyebutkan bahwa secara konsepsional, adil merupakan 

konsep abstrak yang memerlukan penjelasan konkret dengan tindakan nyata. 

Secara artikulasi, Al-Ghazali menyebutkan bahwa adil adalah, “Engkau 

perlakukanlah orang yang lebih tua darimu seperti memperlakukan orang tuamu 

dan memperlakukan orang yang lebih muda darimu seperti memperlakukan 
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anakmu.” Konsep keadilan Al-Ghazali memiliki kesamaan makna dengan teori 

keadilan Aristoteles, ia berpendapat bahwa keadilan meski dipahami dalam 

pengertian kesamaan walaupun harus dibedakan kesamaan numerik dan kesamaan 

proporsional. Kesamaan numerik menyamakan setiap manusia sebagai unit. 

Sedangkan kesamaan proporsional member tiap orang apa yang menjadi haknya 

sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.
47

 

Aristoteles membedakan dua macam keadilan yaitu, keadilan distributif 

dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan 

kepada setiap orang jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-

masing). Ia tidak menuntut supaya setiap orang mendapatkan bagian yang sama 

banyaknya, bukan persamaan melainkana kesebandingan. Sedangkan keadilan 

komutatif adalah keadilan yang memberikan orang sama banyaknyadengan tidak 

mengingat jasa-jasa perseorangan. 

5. Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan 

Salah satu dari hak asasi yang terpenting adalah hak untuk memperoleh 

pendidikan. Tidak seorangpun dapat dibatasi haknya untuk belajar dan 

mendapatkan pengetahuan dan pendidikan, sepanjang ia memenuhi kualifikasi 

untuk itu. Ajaran Islam tidak saja menegakkan sendi kemerdekaan belajar, lebih 

dari itu Islam mewajibkan semua orang Islam untuk belajar. 

Pentingnya pendidikan dan pengetahuan tertuang dalam Al-Qur‟an surah 

al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi: 
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                         

                         

                      

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
48

 

Maksud ayat diatas adalah setiap orang yang beriman wajib hukumnya 

menuntut ilmu, baik ilmu akhirat maupun ilmu dunia. Hendaklah setiap orang 

berlapang-lapang dalam majelis, mempersilahkan orang lain agar bisa turut duduk 

dalam majelis. 

Kebebasan belajar (huriyyah al-ta‟allum) adalah hak seseorang untuk 

mendapatkan pengajaran tentang berbagai pengetahuan. Adapun kebebasan 

mengajar adalah hak seseorang untuk memindahkan pengetahuan dari dirinya 

kepada orang lain. Doktrin ketatanegaraan Islam mengenai kewajiban 

berpendidikan adalah sabda Nabi Muhammad saw., “mencari ilmu merupakan 

kewajiban setiap muslim.” (H. R Ibn‟ Majah). 

Negara tidak diperkenankan memberikan kebebasan kepada rakyatnya 

untuk mempelajari pengetahuan yang bertentangan dengan ajaran agama dan 

ideologi Negara. Pemerintah memiliki hak pelarangan terhadap aktivitas 
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pendidikan yang didalamnya mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan dan 

mengancam keutuhan Negara. 

Sebagai hak masyarakat, pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang. 

Apabila Negara memiliki kemapuan, masyarakat harus dibebaskan dari biaya 

pendidikan untuk tingkat satuan pendidikan tertentu. Apabila pemerintah tidak 

menyediakan pendidikan dan sarana penunjang, rakyat dapat melakukan 

penuntuan kepada Negara untuk mendapatkannya. 

Didalam Islam, hak memperoleh pendidikan ini tercermin dalam Al-Qur'an 

surah Al-Isra ayat 36, ayat ini secara jelas mengandung perintah agar seseorang 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebelum melakukan suatu aktifitas 

dalam kehidupannya. Sekaligus ayat ini dapat pula dipahami sebagai bukti bahwa 

Allah memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh ilmu pengetahuan. 

Ada delapan butir perlindungan hak asasi manusia yang dapat ditarik dari 

ajaran Al-Quran, yaitu:
49

 

1) Kemuliaan manusia sebagai mahluk ciptaan Allah. 

2) Persamaan hakikat dan martabat manusia. 

3) Tidak dibenarkan adanya perbedaan manusia karena warna kulit, suku, 

bangsa dan derajat, yang membedakan hanyalah tingkat ketaqwaan manusia 

kepada Allah SWT. 

4) Tidak boleh ada paksaan dalam beragama. 

5) Tidak boleh ada seseorang yang dikucilkan dalam masyarakat. 

6) Seseorang memiliki hak yang sama dalam musyawarah. 
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7) Dijamin kerahasiaan pribadi atau rumah tangga. 

8) Tidak dibenarkan menjatuhkan suatu hukuman tanpa pemberitahuan terlebih 

dahulu bahwa perbuatan itu dilarang.  

C. Macam-Macam Pelanggaran HAM 

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa 

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok 

orang termasuk aparat Negara baik sengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian 

yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau 

mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh Undang-

undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh 

penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang 

berlaku.” 

Pada hakikatnya HAM dalam Islam merupakan hal fitrah yang melekat 

pada setiap manusia. Keberadaannya merupakan rahmat Tuhan Yang Maha 

Kuasa, yang dilindungi oleh syariat. Perlindungannya sebagaimana tertera dalam 

Maqāsīd al-Syāri‟ah  arūriyyah, yaitu bahwa syariat Islam bertujuan untuk 

memelihara dan melindungi kebutuhan-kebutuhan asasiah pada manusia, 

kebutuhan tersebut berkaitan dengan agama (din), jiwa (nafṣ), akal (aql), keluarga 

(naṣl), harta (mal) yang tanpanya manusia tidak dapat hidup layak sebagai 

manusia.
50

 

Berdasarkan kasus yang pernah terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 di 

Jakarta berkaitan dengan penolakan hasil penghitungan suara pemilihan Presiden 

Indonesia tahun 2019, polisi melakukan tindakan kekerasan di sekitar gedung 

Badan Pengawas Pemilu. Tim Pencari Fakta (TPF) Komnas HAM menemukan 
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bahwa telah terjadi penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, 

tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia yang dilakukan anggota 

polri tehadap anak-anak yang ikut dalam aksi demonstrasi. 

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM ada banyak, berikut adalah contoh 

pelanggaran HAM, misalnya: 

1. Penindasan serta perampasan hak rakyat dan oposisi dengan cara 

sewenang-wenang. 

2. Menghambat dan membatasi dalam kebebasan pers, pendapat, serta 

berkumpul bagi hak rakyat dan oposisi. 

3. Hukum diperlakukan secara tidak adil dan tidak manusiawi. 

4. Manipulatif dan membuat aturan-aturan pemilihan umum sesuai dengan 

keinginan dari penguasa dan partai otoriter tanpa diikuti oleh rakyat dan 

oposisi. 

5. Penegak hukum atau petugas keamanan melakukan kekerasan terhadap 

rakyat dan oposisi. 

6. Deskriminasi, merupakan pembatasan, pembatasan, pengucilan, serta 

pelecehan yang dilakukan baik itu secra langsung atau tidak langsung yang 

didasarkan atas perbedaan manusia, suku, ras, etni, serta agama. 

7. Penyiksaan, merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit baik 

itu jasmani maupun rohani. 

Perlu disadari bahwa pelanggaran HAM pasti ada pengabaian atas 

kewajiban asasi. Pelaksanaan kewajiban asasi harus didorong oleh akal budi 

manusia dan keinginan luhur untuk menghormati hak-hak orang lain. Sejatinya 
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pelaksanaan hak dan kewajiban asasi bisa diibaratkan sebuah garis horizontal dan 

vertical. Secara horizontal pelaksanaan kewajiban asasi adalah bentuk pengakuan 

dan pengharagaan seseorang atas hak-hak orang lain yang wajib dihormati. Secara 

vertical pelaksanaan kewajiban asasi adalash bentuk ketaatan manusia sebagai 

seorang hamba kepada Tuhannya.
51

 

D. Perbandingan HAM Barat dan Islam 

Setelah perang Dunia II peristiwa yang penting dalam perkembangan hak-

hak asasi manusia, adalah paham demokrasi (dari, oleh, untuk) rakyat dan 

peristiwa penting diakuinya hak-hak asasi manusia secara umum (universal) yaitu 

lahirnya “Universal Declaration of Human Right” sebagai pernyataan umum 

tentang HAM pada tanggal 10 Desember 1948 dalam sidang majelis Umum PBB 

di Paris yang memuat 30 Pasal tentang hak-hak asasi manusia.
52

 

Sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw dan umat Islam selama 

kurang lebih 13 tahun Mekah terhitung sejak pengangakatan Muhammad saw 

sebagai Rasul. Umat Islam menjadi satu komunitas yang bebas danmerdeka 

setalah tahun 622 M hijrah ke Madinah, di Mekah sebelumnya umat Islam 

merupakan umat yang lemah dan tertindas, tetapi di Madinah mererka mempunyai 

kedudukan yang baik dan merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. 

Tidak lama setelah hijrah ke Madinah Muhammad saw membuat suatu 

piagam politik yang sekaligus merupakan perjanjian politik untuk mengatur 

kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh bebrapa macam golongan.. 
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Muhammad saw memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan 

bersama di Madinah agar terbentuk kesatuan kehidupan bersama di Madinah agar 

terbentuk kesatuan hidup bagi seluruh penghuninya. 

Piagam politik yang didalamnya memuat perjanjian antara Nabi 

Muhammad sebagai pemimpin Madinah pada waktu itu dengan rakyat Madinah 

ini disebut Piagam Madinah. Para ahli ilmu pengetahuan, khususnya ahli sejarah 

menyebut naskah politik yang dibuat Muhammad saw dengan nama yang 

bermacam-macam. Misalnya W. Montgomery Watt menamainya dengan istilah 

“The Constitution of Medina”, R.A Nicholson menyebutnya dengan istilah 

“Charter”, Phillip K. Hitti menyebut istilah agreement dan Zainal Abidin Ahmad 

menyebut dengan istilah “piagam”. Selain nama ini, didalam naskah tertulis 

sebutan “kitab” dua kali.
53

 

Berdasarkan sejarah yang telah dijelaskan diatas, jika dilihat lebih dalam 

maka terdapat beberapa perbedaan antara barat dan Islam dalam memandang 

HAM, berikut adalah tabel  perbandingan HAM menurut Barat dan Islam: 

No Perbandingan 
Hak Asasi Manusia 

Barat Islam 

1 Sumber 
Pemikiran filosofis 

manusia 
Al-Qur‟an dan hadits 

2 Konsep Sekuler Religius 

3 Sifat Antoposentris Theosentris 

4 Tujuan 
Mementingkan hak 

daripada kewajiban 

Hak dan kewajiban 

seimbang 

5 Kepentingan Individualis 
Kepentingan sosial atau 

kebersamaan 
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Sebenarnya jika dikatakan HAM bersifat antroposentris dan bersumber 

dari pemikiran filosofis semata, hal itu tidak sepenuhnya benar. Materi HAM yang 

terdapat didalam HAM barat merupakan warisan teori abad pertengahan. Teori itu 

mengajarkan bahwa hukum Negara adalah hukum manusia, hanya mengikat 

sejauh hukum kodrat. 

Hukum kodrat mempunyai daya mengikat karena berakar pada hukum 

abadi, yaitu hukum kebijaksanaan Allah, karena Allah sendiri yang memberikan 

hukum kodrat kepada ciptaan-Nya. Segala hukum buata manusia termasuk hukum 

Negara harus sesuai dengan hukum kodrat. Pengertian itu melahirkan paham hak 

asasi manusia yang diterima langsung dari Allah, sehingga tidak boleh diganggu 

gugat oleh pihak Negara dan pihak manapun. Dengan demikian, hak asasi 

manusia bersifat teosentris, bukan antroposentris.
54

 

Barat memandang manusia dilihat sebagai pemilik sepenuhnya hak-hak 

dasar, sedangkan HAM dalam Islam manusia hanya sebagai mahluk yang 

dititipkan hak-hak dasar oleh Allah, oleh karena itu manusia wajib mensyukuri 

dan memeliharanya. 

Dunia barat hanya berorientasi hanya kepada manusia semata. Sedangkan, 

Islam orientasinya kepada Allah SWT, maka pertanggung jawabannya selain 

kepada manusia juga kepada Allah SWT. 

Keistimewaan dari HAM barat adalah mengangkat tabiat manusia tentang 

kemuliaan manusia yang didukung oleh prinsip-prinsip persamaan dan 
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kebebasan.
55

 Akan tetapi dalam Islam hal tersebut juga tidaklah dilupakan, dalam 

Islam manusia juga diberikan kebebasan, tetapi tidak mutlak bebas untuk 

melakukan hal-hal yang tentu saja dilarang dalam agama Islam sendiri. 

Dari perbedaan cara pandang antara Islam dan Barat terhadap pemaknaan 

konsep HAM, hal ini berimplikasi terhadap perbedaan cara pandang dalam 

menyikapi makna hak untuk hidup, khususnya terkait hukuman mati yang mana 

hukuman mati diperbolehkan dalam hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-

Quran dan hadis yang jelas. 

Hukuman mati inilah yang menjadi perdebatan, disatu sisi hukuman mati 

dianggap sebagai salah satu instrumen untuk menimbulkan efek jera dan menekan 

tingginya angka kejahatan. Namun, disisi lain hukuman mati dianggap pidana 

yang kejam dan tidak manusiawi bahkan dianggap menghilangkan HAM yang 

paling pokok bagi manusia, yakni hak untuk hidup.
56

 

Indonesia sendiri penjatuhan hukuman mati diancam dalam beberapa Pasal 

tertentu dalam KUHP, kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya pidana 

yang dianggap berat saja dan jumlahnya pun terbatas, seperti kejahatan yang 

mengancam keamanan Negara, kejahtan pembunuhan terhadap orang tertentu, dan 

pembajakan laut. Dasar pelaksanaan pidana mati Indonesia menurut pada 

penetapan presiden (penpres) tanggal 27 April 1964 bahwa eksekusi pidana mati 

dilakukan dengan cara tembak mati. 

 

                                                           
55

 Abdul Manan, Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat, (Cet. 2, Jakarta: Devisi Kencana), 

2018, 211. 
 
56

 El Khanif, Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia (Cet. 1, 

Yogyakarta: I. Kis), 2017, 84. 



  56 
 

BAB IV 

PELANGGARAN HAM DALAM HUKUM ISLAM  

 

A. Konsep Pelanggaran HAM dalam Islam 

Salah satu prinsip dasar ajaran Islam adalah penghargaan terhadap Hak 

Asasi Manusia (HAM) yang meliputi penghargaan terhadap agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta. Menurut  Dr.  Syekh Syaurat  Hussain,  terdapat  dua macam 

HAM jika dilihat dari ketegori huquuqul' ibad yaitu Pertama :  HAM yang 

keberadaanya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam). Kedua : HAM 

yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu Negara. 

Hak-hak pertama yang dapat disebut  sebagai  hak-hak legal , sedang yang kedua 

disebut sebagai hak-hak moral. Perbedaaan keduanya hanya terletak pada masalah 

pertanggungjawaban didepan suatu negara Islam. Adapun dalam masalah sumber 

asal, filsafat  dan pertanggungjawabannya dihadapan Allah swt itu sama. 

Aspek khas dalam konsep HAM Islam adalah tidak adanya orang lain 

yang dapat memaafkan suatu pelanggaran hak-hak jika pelanggaran itu terjadi atas 

seseorang yang harus dipenuhi haknya. Meskipun Allah sendiri telah 

menganugerahkan hak-hak dan secara asalnya adalah tetap bagiNya. Serta di 

hadapanNya semua manusia wajib mempertanggungjawabkan, Allah tidak akan 

melaksanakan kekuasaanNya untuk  mengampuni pelanggaran hak-hak pada hari 

akhirat kelak. 

Secara universal,  pada hakikatnya misi  Rasulullah itu sendiri  adalah 

untuk menegakkan HAM.  Beliau sebagai  Rahmat  Lil Alamin,  dalam setiap 
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kesempatan selalu mendahulukan HAM sekaligus KAM (Kewajiban Hak Asasi 

Manusia).  Keadilan sebagai ciri  HAM adalah tuntunan jelas yang tercantum 

dalam Al-Qur'an. Adapun Islam telah memberikan jaminan pada kebebasan 

manusia. Dalam Al-Qur'an telah ditegaskan menegaskan bahwa memeluk agama 

tidak dipaksakan, sebab telah jelas yang baik dan buruk itu. Demikian juga 

kebebasan berpendapat, Islam meletakkan kedudukannya pada posisi tinggi, bila 

berangkat dari niat suci semata karena Allah. Oleh karena itu banyak ayat-ayat Al-

Qur'an yang mendorong umat Islam agar menggunakan logika (ya'qiluun), 

berfikir (yatafakkaruun) dan berkontemplasi (yatadabbaruun). 

B. Bentuk Pemidanaan Pelanggaran HAM dalam Hukum Islam 

Dalam wacana hukum Islam, salah satu unsur penting dalam penetapan 

hukum adalah maqāshid al-syarī‟ah. Ia menjadi doktrin dasar sekaligus 

metodologi dalam penetapan hukum. Doktrin utama maqāshid al-syarī‟ah adalah 

“wa mā arsalnāka illā rahmah li al-„ālamīn” alasan utama syariah diturunkan 

kepada manusia melalui Muhammad saw. adalah karena kasih sayang-Nya kepada 

seluruh makhluk dan tujuannya adalah untuk mewujudkan kebaikan bagi mereka 

(tahqīq al-mashlahah). Mashlahah ini terpolarisasi dalam 3 ranah, yakni al-

dlarūriyyah, al-hājiyyah dan al-tahsīniyyah. Mashlahah al-dlarūriyyah 

merupakan tujuan syariah yang bersifat primer dan meliputi pemenuhan 

kebutuhan makhluk yang bersifat esensial, al-hājiyyah lebih bersifat sekunder, 
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sedangkan al-tahsīniyyah mencakup kebutuhan yang bersifat komplementer atau 

tersier.
57

 

Diantara tiga ranah mashlahah di atas, wilayah dlarūriyyah tentu saja 

menjadi sentral dalam konstruksi hukum Islam. Wilayah ini terjabarkan pada lima 

prinsip perlindungan yang harus diperhatikan (al-ushūl al-khamsah), yakni:  

a. Hifdh al-dīn (perlindungan hak beragama). 

b. Hifdh al-nafs (perlindungan hidup). 

c. Hifdh al-nasl (perlindungan hak berketurunan). 

d. Hifdh al-„aql (perlindungan hak berpikir dan berpendapat). 

e. Hifdh al-māl (perlindungan hak pemilikan). 

Pada dasarnya objek utama hukum pidana Islam atau disebut dengan 

istilah fiqh jinayah, meliputi tiga bentuk pokok jarimah
58

, yaitu sebagai berikut: 

a. Jarimah Qisas yang terdiri atas: 

1) Jarimah pembunuhan, dasar hukum qishash terdapat dalam beberapa ayat 

dalam Al-Qur‟an, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 178-179, surah Al-

Maaidah ayat 45, di samping terdapat dalam ayat Al-Qur‟an, hukuman 

qishash juga dijelaskan dalam sabda Nabi saw, dalam hadits Ibn Abbas 

yang artinya:  

“Dari Ibn Abbas ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: “… dan 

barang siapa dibunuh dengan sengaja maka ia berhak untuk menuntut 

qishash…” (HR. Abu Dawud An-Nasa‟i dan Ibn Majah dengan sanad yang 

kuat). 
59
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Allah swt. mewajibkan kepada orang-orang yang beriman qishash 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, yaitu orang merdeka dengan 

orang merdeka,  hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. 

Barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, yang 

memaafkan mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah diberi yang 

diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dan hendaklah ia 

memerdekakan hamba sahaya. Apabila yang membunuh tidak mampu 

memerdekakan hamba dan membayar diat maka wajib berpuasa dua bulan 

berturut-turut sebagai tata cara taubat kepada Allah. 

Salah satu contoh pembunuhan yang pernah terjadi pada masa Rasulullah 

saw, diriwayatkan dari Al-Muhgirah bin Syu‟bah ra. Seorang wanita telah 

memukul madunya yang berada dalam keadaan hamil dengan 

menggunakan tongkat, sehingga dia meninggal dunia. Maka Rasulullah 

saw. menjatuhkan hukuman diat kepada wanita yang melakukan 

pembunuhan itu kepada ahli waris yang terbunuh, sedangkan janin yang 

berada dalam perut harus ditebus dengan seorang hamba lelaki atau 

perempuan. Kemudian salah seorang ahli waris lelaki yang membunuh itu 

berkata, “Apakah aku harus membayar diat anak yang belum dapat makan 

dan minum dan belum menjerit? Itu jelas merupakan kecelakaan yang 

tidak boleh ditanggung”. Mendengar itu Rasulullah SAW lalu bersabda, 

“Apakah seperti itu saja orang-orang Arab?” Baginda bersabda lagi, 

“Diwajibakan ke atas mereka itu membayar diat.”
60
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2) Jarimah penganiayaan, penganiayaan terbagi atas dua jenis yaitu 

penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Hukuman bagi 

penganiayaan sengaja adalah qishash dasar hukum terdapat dalam Al-

Qur‟an surah Al-Maidah ayat 45, qishash terhadap anggota badan sanksi 

hukumnya beragam sesuai dengan jenis, cara, serta dibagian tubuh mana 

penganiayaan dilakukan pelaku terhadap korban. Jika qishash tidak 

dilaksanakan maka diganti dengan dua hukuman pengganti yaitu diat dan 

takzir. Sebagai contoh, seseorang yang dengan sengaja melempar orang 

lain dengan batu, dengan maksud supaya batu itu mengenai badan atau 

kepalanya. Hukuman bagi pelaku penganiayaan tidak sengaja adalah diat 

dan jika perlu masih bisa ditambahkan dengan takzir. Sebagai contoh, 

seseorang yang melempar batu dengan maksud untuk membuangnya, 

namun karena kursng hai-hati batu tersebut mengenai orang yang lewat 

dan melukaiannya. 

b. Jarimah hudū  yang terdiri atas: 

1) Jarimah zina, tindak pidana zina menurut fiqih ialah perbuatan melakukan 

hubungan seksual (memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat 

kelamin perempuan) secara haram diluar ikatan perkawinan sah yang 

dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah 

mukalaf dan tidak ada syubhat didalamnya.
61

 Dengan diturunkannya surah 

An-Nuur ayat 2 maka hukuman untuk pezina dibagi menjadi dua bagian 

yaitu dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang 
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belum berkeluarga (ghair muhsan), rajam bagi yang sudah berkeluarga 

(muhsan) disamping dera seratus kali, serta pengasingan selama satu 

tahun.
62

 Sebagai contoh mengenai pelaksanaan hukuman terhadap orang 

yang berzina, yaitu hukuman terhadap putra Umar bin Khattab. Pada suatu 

hari putra Umar bin Khattab melewati rumah seseorang yang beragama 

Yahudi, ia minum anggur sehingga ia mabuk. Putra Umar melihat wanita 

itu mabuk dan dalam kondisi tidur kemudian ia menzinainya sehingga 

wanita itu hamil. Wanita tersebut melahirkan seorang anak laki-laki, 

wanita itu datang ke masjid Nabawi lalu meletakkan si anak itu 

dipangkuan khalifah Umar seraya berkata: “Wahai penguasa kebenaran, 

ambillah anak ini karena engkau mempunyai hak yang lebih besar atasnya 

daripada diriku sendiri.” Kemudian ia menjelaskan bahwa si anak ini 

merupakan hasil pembuahan sel sperma Abi Syamhah (putra ke-2 Umar 

bin Khattab). 

Kemudian khalifah Umar pulang dan meyakinkan perilaku dimaksud dari 

putranya bahwa benar telah berzina, telah melakukan tindak pidana 

kejahatan zina. Umar lalu membawa Abi Syamhah ke Masjid Nabawi. 

Umar lalu memerintahkan Maflah agar mencambuk ankanya. Setelah 

Maflah mencambuk tujuh puluh kali, Abi Syamhah memohon kepada para 

sahabat Nabi itu agar menunda hukuman yang dijalaninya. Lalu para 

sahabat memohon kepada Umar agar menghentikannya. Umar menjawab: 

“Wahai para sahabat Nabi, bukankah kalian telah membaca didalam Al-
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Qur‟an: “Janganlah rasa belas kasihan kepada mereka mencegah kamu 

(untuk menjalankan agama Allah: Surah An-Nuur ayat 2). Kemudian para 

Sahabat Nabi melanjutkan cambukan kepada Abi Syamahah hingga 

sampai seratus kali. Akibat cambukan tersebut, Abi Syamhah meninggal. 

Lalu Khalifah Umar membawa jenazah anaknya ke rumahnya, kemudian 

memandikan dan menguburkannya.
63

 

Dari contoh diatas, dapat kita lihat bahwa Islam dalam penjatuhan 

hukuman zina tidaklah main-main, bahkan anak seorang khalifah pun 

ketika sedang melakukan zina, ia dihukum sesuai dengan hukuman yang 

telah tertera dalam Al-Qur‟an. 

2) Jarimah qa zf (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina), tindak pidana 

qadzf menurut fiqih adalah menuduh orang Islam yang dikenal baik 

dengan tuduhan telah melakukan zina tetapi tidak disertai dengan alat 

bukti yang berupa syahadah, iqror, qoriinah, dan sumpah li‟an.
64

 

Hukuman untuk jarimah qadzf ada dua macam yaitu, hukuman pokok ialah 

jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali sebagaimana yang terdapat 

dalam Al-Qur‟an surah An-Nur ayat 4, adapun hukuman tambahannya 

yaitu tidak diterima persaksiannya. 

3) Jarimah Syūrb al-Khāmr (meminum-minuman keras), terhadap pelaku 

pidana yang mengonsumsi minuman memabukkan dan/atau obat-obatan 

yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran 
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(teler), menurut pendapat Hanafi dan Malik akan dijatuhkan hukuman 

cambuk sebanyak 80 kali. Menurut Syafi‟i hukumannya hanya 40 kali. 

Namun ada riwayat yang menegaskan bahwa jika pemakai setelah dikenai 

sanksi masih terus melakukan beberapa kali (empat kali) hukumannya 

adalah hukuman mati. 

Beberapa alasan pelanggaran tindak pidana khamr, yaitu:
65

 

a) Minum khamr dalam pandangan Islam dapat menghilangkan kesucian 

akal. 

b) Minum khamr dipandang sebagai cerminan dari sikap mengabaikan 

tanggung jawab baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan 

Allah. 

c) Minum khamr dapat menimbulkan lahirnya kejahatan baru seperti 

pemekorsaan, penganiayaan, dan menganggu ketertiban lainnya, atau 

biasa disebut faktor krimonogenik. 

4) Jarimah al-Bagḥyū (pemberontakan), orang yang melakukan 

pemberontakan dibebani petanggungjawaban atas semua tindak pidana 

yang dilakukannya sebelum mughalabah (pertempuran), baik perdata 

maupun pidana, sebagai pelaku jarimah biasa. Apabila sebelum terjadinya 

pemberontakan ia membunuh orang, ia dikenakan hukuman qishash. Jika 

ia melakukan pencurian maka ia dihukum sebagai pencuri, yaitu potong 

tangan apabila syarat terpenuhi. Apabila ia merampas harta milik orang 
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lain maka ia diwajibkan mengganti kerugian. Jadi dalam hal ini ia tidak 

dihukum sebagai pemberontak, meskipun tujuan akhirnya pemberontakan. 

5) Jarimah al-Ri  āh (murtad), hukuman untuk jarimah riddah ada tiga 

macam yaitu: (a) hukuman pokok adalah hukuman mati dan statusnya 

sebagai hukuman hadd, (b) hukuman pengganti, apabila hukuman pokok 

gugur karena taubat maka hakim mengganginya dengan hukaman takzir 

seperti hukuman jilid (cambuk), penjara, denda, atau cukup dengan 

dipermalukan (taubikh), (c) hukuman tambahan yang dikenakan kepada 

orang yang murtad ada dua macam yaitu penyitaan atau perampasan harta 

dan berkurangnya kecakapan untuk melakukan tasarruf. 

6) Jarimah al-Sariqāh (pencurian), jarimah sariqah merupakan perbuatan 

seorang mukalaf  yang mengambil barang milik orang lain dari tempat 

penyimpanannya dengan niat untuk dimiliki atau dikuasai tanpa izin dan 

sepengetahuan pemiliknya.
66

 Tindak pidana pencurian dapat dikenai dua 

macam hukuman yaitu penggantian kerugian (dhaman) dan hukuman 

potong tangan.  

Dalam konteks menghindari hukuman potongan tangan, penyelesaian 

perkara secara damai sebelum proses pengadilan dapat dilakukan bahkan 

dianjurkan dalam hukum Islam. Misalnya setelah pencuri tertangkap, lalu 

pemilik harta dan pencuri bermusyawarah dan akhirnya memaafkan secara 

sepakat untuk tidak melanjutkan ke pengadilan. Oleh sebab itu dalam 
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hukum pidana Islam terdapat beberapa perkara pidana yang dapat 

diselesaikan secara perdata. 

7) Jarimah al-Hirabāh (perampokan), menurut Imam Syafi‟i, hirabah adalah 

perbuatan melakukan penyerangan yang membawa senjata kepada sebuah 

komunitas orang, sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka 

ditempat terbuka secara terang-terangan.
67

 Pelaku perampokan itu 

berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis perbuatan yang dilakukannya. 

Bentuk-bentuk jarimah hirabah ada empat macam yaitu: (a) menakut-

nakuti, hukamannya aalah pengasingan (an-nafyu) dengan dipenjarakan, 

(b) mengambil harta tanpa membunuh hukumannya adalah potong tangan 

dan kakinya dengan bersilang, (c) membunuh tanpa mengambil harta 

hukumannya adalah dibunuh atau hukuman mati, (d) membunuh dan 

mengambil harta hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) dan disalib. 

c. Jarimah takzir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur 

oleh Al-Qur‟an atau hadis. Aturan teknis, dan pelaksanaannya dīaṭur oleh 

penguasa setempat. Betuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas , 

sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri 

manusia. 

 

 

                                                           
67

 Amran Suadi, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi 

Syariah, 317. 
 



66 
 

 
 

C. Pelanggaran HAM pada Masa Kenabian 

Dari eksplorasi dan penjelajahan terhadap berbagai kasus yang pernah 

diangkat  ke peradilan Islam pada masa Nabi saw. dan tercatat di dalam kitab-

kitab hadis dan sejarah, ditemukan beberapa kasus yang memenuhi sebagian atau 

seluruh kriteria kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana tersebut di atas. 

Di antara kasus yang dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak asasi 

manusia adalah sebagai berikut: 

1. Kasus Khalid Ibn Al-Walid 

Masalah pokok pada kasus ini adalah tindakan pembunuhan, 

penganiayaan, dan kezaliman lainnya yang dilakukan oleh Khâlid bin Walîd dan 

pasukannya terhadap penduduk Bani Jadzîmah yang jelas-jelas melanggar bagian 

terpenting dari hak asasi manusia.  

Kasus Khâlid berawal dari kebijakan Nabi saw. setelah pembebasan kota 

Mekkah untuk mengirim beberapa detasemen ke berbagai penjuru jazirah Arab 

untuk misi dakwah, bukan dalam rangka operasi militer. Di antaranya adalah satu 

detasemen di bawah pimpinan Khâlid ibn Walîd yang dikirim ke wilayah 

Tihamah bawah, daerah yang dihuni antara lain oleh Bani Jadzîmah. Ketika 

kabilah Bani Jadzîmah melihat kedatangan detasemen pimpinan Khâlid bin 

Walîd, mereka langsung bersiaga dan menyiapkan senjata untuk mempertahankan 

diri. Melihat gelagat demikian, Khâlid berkata: “Letakkan senjata kalian Orang 

banyak telah memeluk Islam.” Jahdam, salah seorang Bani Jadzîmah, 

mengingatkan kaumnya: “Celakalah kalian hai Bani Jadzîmah! Orang ini adalah 
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Khâlid!” Demi Allah, jika kalian meletakkan senjata, pasti dia menawan dan 

membunuh kalian. Demi Allah, Aku tidak akan pernah meletakkan senjata.” 

Beberapa orang kabilah Bani Jadzîmah memegangi Jahdam dan melucuti 

senjatanya sambil berkata: “Hai Jahdam, apakah kamu ingin menumpahkan darah 

kami? Sungguh orang banyak telah masuk Islam, meletakkan senjata, 

menghentikan perang, dan hidup aman”. Ketika kabilah Bani Jadzîmah telah 

meletakkan senjata, atas perintah Khâlid, tangan mereka diikat ke belakang 

pundak. Khâlid kemudian menghunuskan pedangnya kepada mereka sehingga ada 

yang terbunuh. Salah seorang Bani Jadzîmah berhasil meloloskan diri dan 

melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah saw. Di Madinah. Nabi saw. 

langsung melakukan penyelidikan dan bertanya kepada orang yang melaporkan, 

“Adakah orang yang menentang tindakan Khâlid tersebut?” Orang tersebut 

menjawab: “Ya, seorang yang berkulit putih dan bertinggi badan sedang, tapi 

orang itu kemudian diam setelah dihardik oleh Khâlid. Tindakan Khâlid juga 

ditentang oleh orang yang berbadan tinggi kurus. Silahkan cek kepada keduanya”. 

Setelah diselidiki diketahui bahwa yang menentang tindakan Khâlid tersebut 

adalah „Abdullah bin „Umar bin Khathab dan Sâlim bekas budak Abû Hudzaifah. 

Setelah memastikan adanya peristiwa tersebut, Nabi saw. memanggil 

„Alî bin Abi Thâlib dan bersabda: “Hai „Alî, pergilah ke Bani Jadzîmah! Teliti 

dengan seksama kasus mereka dan adili perbuatan jahiliyah ini di bawah 

wewenangmu!.” „Alî r.a. lalu berangkat dengan membawa banyak harta yang 

diberikan Nabi saw. „Alî mengadili kasus tersebut dan memutuskan memberikan 

diyat (denda) atas setiap kerugian darah (nyawa) dan harta Bani Jadzîmah 
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sehingga harta yang dibawanya hanya tersisa sedikit. Lalu „Alî bertanya: “Hai 

Bani Jadzîmah, masih adakah darah dan harta yang belum dibayar diyatnya?” 

Mereka menjawab: “Tidak ada.” „Alî lalu berkata: “Sisa harta ini aku berikan 

kepada kalian sebagai bentuk kehati-hatian Rasulullah saw. atas apa yang beliau 

tidak ketahui dan kalian juga tidak mengetahuinya.” „Alî kemudian pulang ke 

Madinah dan melaporkan tugasnya kepada Rasulullah saw. Nabi saw bersabda: 

“Engkau telah bertindak tepat dan baik.” Setelah itu Nabi saw. Berdiri menghadap 

kiblat, menengadahkan kedua tangan sehingga kelihatan ketiaknya, dan berdoa: 

“Ya Allah, aku berlepas tangan kepada-Mu atas apa yang diperbuat Khâlid bin 

Walîd.” Ungkapan tersebut diulangi Nabi saw. sampai dua kali.
68

 

Kasus Khâlid bin Walîd ini dapat dan tepat disebut sebagai contoh kasus 

tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia, termasuk jika ditinjau dari kaca 

mata hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang sekalipun. 

Beberapa unsure dan criteria utama pelanggaran hak asasi manusia telah terpenuhi 

pada kasus ini. 

2. Kasus Sawad Bin Gaziyyah 

Rasulullah saw. tidak hanya menjalankan pengadilan untuk kasus-kasus 

pelanggaran hak asasi manusia yang besar dan penting saja, tetapi juga 

menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang sifatnya kecil, seperti 

kasus Sawad bin Ghaziyyah. Ketika perang Badar, Rasulullah meluruskan barisan 

para sahabatnya, sementara tangan Rasulullah memegang tombak yang memberi 
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isyarat lurus kepada mereka. Ketika melewati Sawad bin Ghaziyyah yang agak 

menonjol ke luar barisan, Rasulullah menusukkan tombak yang ada di tangannya 

(tanpa melukai) ke perut Sawad seraya memberi perintah: “Luruskan barisanmu, 

hai Sawad.” Sawad menjawab: “Wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku, 

padahal engkau diutus dengan membawa kebenaran dan keadilan. Aku mesti 

menuntut qishâsh kepadamu.” Rasulullah lalu membuka pakaian sehingga terlihat 

perutnya, dan bersabda: “Silakan, balaslah aku!” Melihat hal itu, Sawad lalu 

memeluk dan mencium perut Rasulullah saw. 

Kasus Sawad di atas dapat saja dipandang tidak terlalu berarti sebagai 

yurisprudensi mengingat unsur material (al-rukn al-mâdî) yang hanya berupa 

kasus pemukulan. Namun, pada kasus tersebut terdapat beberapa unsur yang 

memenuhi kriteria tindak pelanggaran hak asasi manusia di samping mengandung 

beberapa pelajaran berharga yang penting bagi penghormatan dan penegakan hak 

asasi manusia. Pada kasus tersebut terdapat unsur pelanggaran hak asasi manusia, 

meskipun hanya dalam bentuk yang ringan dan tidak membahayakan. Memukul 

orang tanpa hak dan alasan yang dibenarkan dapat dikategorikan sebagai 

pelanggaran terhadap hak pemeliharaan diri/jiwa (hifz al-nafs) dalam tikatan 

tahsinî (tingkat pelengkap dan penyempurna). Dengan demikian, orang yang 

merasa teraniaya dan dirugikan berhak untuk menuntut keadilan dan penjatuhan 

hukuman kepada pelaku pemukulan. Dari sisi unsur moral (al-rukn al-adabî), 

kasus ini juga memenuhi kriteria tindak pelanggaran hak asasi manusia mengingat 

pelaku kasus pemukulan adalah aparat Negara, dalam hal ini Rasulullah saw. 
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sendiri yang berkedudukan sebagai kepala Negara dan panglima pasukan Islam 

ketika itu. 

Kasus Sawad di atas memberikan gambaran betapa Islam menghormati 

dan melindungi hak asasi manusia. Sekecil apapun pelanggaran hak asasi manusia 

yang terjadi, layak mendapat perhatian dan penyelesaian yang semestinya. Kasus 

tersebut juga menunjukkan nilai-nilai persamaan didalam Islam bahwa setiap 

orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan proses 

peradilan.
69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
69

 Ikhwan, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM pada Masa Rasulullah SAW. (Jurnal : Fakultas 

Ushuluddin IAIN Imam Bonjol , Vol.XXXV, Tahun 2011), 363. 



71 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pemidanaan dalam istilah bahasa Arab sering disebut „uqubah yang 

berarti sanksi hukum atau hukuman. Menurut istilah „uqubah atau hukuman 

adalah pembalasan yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena 

adanya pelanggaran atas ketentuan syara‟. Sebuah perbuatan dapat dikatakan 

jarimah (tindak kriminal) apabila perbuatan tersebut ada nash yang melarang 

disertai sanksi, adanya perbuatan pidana atau melanggar hukum, serta pelakunya 

mukallaf. Tindak pidana dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu; (1) 

Jarimah hudud, adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat untuk mencegah 

kejahatan, (2) Jarimah qishash dan diat, qishash atau pembalasan yang sama. 

qishash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat maaf dari ahli waris 

yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar, (3) Jarimah 

takzir atau pemberian pengajaran (at-ta‟dib).  

HAM ialah segala sesuatu yang melekat pada diri manusia yang 

didapatkan dari sejak ia lahir yang merupakan pemberian dari Allah swt. Dalam 

bahasa Arab, HAM dikenal dengan Haqq al- Insânî al-Asâsî atau juga disebut 

Haqq al-Insânî ad-Darûrî. Adapun beberapa HAM yang terdapat dalam Al-

Qur‟an diantara (1) Hak Hidup terdapat dalam Al-Qur‟an surah An-Nisaa ayat 29, 

(2) Hak dalam kepemilikan pribadi, (3) Hak persamaan di hadapan hukum 

terdapat dalam Al-Qur‟an surah Al-Hujarat ayat 13, (4) Hak mendapatkan 
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keadilan terdapat dalam Al-Qur‟an surah As-Syuraa ayat 15, (5) Hak untuk 

mendapatkan pendidikan terdapat dalam Al-Qur‟an ayat Al-Mujadilah ayat 11.  

Bentuk pemidanaan pelanggaran HAM dalam hukum Islam terbagi atas 3 

yaitu; (1) Jarimah qisas, terdiri dari jarimah pembunuhan dan jarimah 

penganiayaan, (2) Jarimah hudud, terdiri dari jarimah zina, jarimah qadzaf, 

jarimah al-hkamr, jarimah al-bagyu (pemberontakan), jarimah riddah (murtad), 

jarimah sariqah (pencurian), dan jarimah hirabah (perampokan), (3) Jarimah 

takzir.  

B. Saran 

Setelah menyelesaiakn penelitian, maka penyusun akan menyampaiankan 

poin yang diharapkan akan bermanfaat dimasa-masa yang akan datang demi 

terciptanya masyarakat yang bermoral dan bermartabat, yaitu: 

1. Perlunya menegakkan, menghormati, dan menyebarluaskan pemahaman 

tentang hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat dimulai dari 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat melalui sosialisasi di pengajian 

ataupun dibidang pendidikan. 

2. Bagi aparat penegak hukum, penindakan terhadap pelanggaran hak asasi 

manusia perlu ditingkatkan serta perlunya pembentukan lembaga-lembaga 

pemantauan dan pengawasan pelanggaran hak asasi manusia
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